PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2026/PN Skt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
gugatan antara:

1. NOTO PRASETYO, tempat lahir Mantingan, tanggal lahir 01 April 1959,
agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat
Purworejan, RT 001 RW 009, Desa Brujul , Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar email indriana3045@gmail.com, yang

kemudian memberikan kuasa kepada Prof Dr H Amin Junaidi, S.H. M.H.
dan kawan Kawan, Advokat Konsultan Hukum pada Law Officer Kantor
Hukum” AJ & PARTNER “ yang beralamat di JI Sri Gunting Nomor 15,
RT 02/RW |, Kerten, Surakarta email joslawf@gmail.com berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2026.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. NIKMAH, tempat lahir Karanganyar, 19 Nopember 1965, agama : Islam
kewarganegaraanindonesia, jenis kelamin : Perempuan, alamat
Purworejan, RT 001 RW 009, Desa Brujul , Kecamatan Jaten,

Kabupaten Karanganyar email indriana3045@gmail.com, yang

kemudian memberikan kuasa kepada Prof Dr H Amin Junaidi, S.H. M.H.
dan kawan Kawan, Advokat Konsultan Hukum pada Law Officer Kantor
Hukum” AJ & PARTNER “ yang beralamat di JI Sri Gunting Nomor 15,
RT 02/RW |, Kerten, Surakarta email joslawf@gmail.com berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2026.Selanjutnya disebut
sebagai Penggugat II.
Kesemuanya disebut Para Penggugat;
lawan:
1. SRI HARTATI, alamat di Ngrebusan, Jalan Kestalan Il RT 004/RW 002,
Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, yang
kemudian memberikan kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H. Dan
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kawan kawan. Para Advokat Dan Konsultan Hukum “ YUMA & Partners”
yang berdomisili di Perumahan Indra Indah, Jalan Brotoseno Nomor 34,
RT 002/RW 013, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten
Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, email yuma maestro@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2026 selanjutnya
disebut sebagai Tergugat I;

. MEYNAR INTAN HAPSARI alamat di Ngrebusan, Jalan Kestalan Il RT
004/RW 002, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta,
yang kemudian memberikan kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H.
Dan kawan kawan. Para Advokat Dan Konsultan Hukum “ YUMA &
Partners” yang berdomisili di Perumahan Indra Indah, Jalan Brotoseno
Nomor 34, RT 002/RW 013, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, email yuma
maestro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Februari 2026 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il.

. TIFFANI KUSUMA AUGUSTA alamat di Ngrebusan, Jalan Kestalan Il RT
004/RW 002, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta,
yang kemudian memberikan kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H.
Dan kawan kawan. Para Advokat Dan Konsultan Hukum “ YUMA &
Partners” yang berdomisili di Perumahan Indra Indah, Jalan Brotoseno
Nomor 34, RT 002/RW 013, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, email yuma
maestro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Februari 2026 selanjutnya disebut sebagai TergugaT IIl.

. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURAKARTA, yang beralamat di JI Ki Mangun Sarkoro No 141, Sumber,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang kemudian memberikan
Kuasa kepada Sugeng Apriyanto, Kepala Biro Advokasi pada Sekretariat
Jenderal Kementrian Keuangan dan kawan kawan email kpknlsolo

141 @gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari

2026. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
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5. LURAH KESTALAN yang beralamat di Letjen S Parman No 133 kestalan,
Kecamatan Banjarsari,Kota Surakarta, yang kemudian memberikan Kuasa
kepada Yeni Apriliawati, S.H. M.P.S. M.Eng Kepala Bagian Hukum Setda

Surakarta dan kawan kawan email hukumhamsolo@gmail.com

berdasarkan  Surat Kuasa Khusus tertanggal 25  Februari
2026.Selanjutnya disebut Tergugat V;

6. HAGA SENTOSA LASE, S.H. M.H. beralamat di JI Lawu Barat No 76 B,
Bibis Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar
yang kemudian memberikan Kuasa kepada Bima Adi Wibowo, S.H. M.H.
Panitera Muda Hukum dan kawan kawan email

it. pnkaranganyar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

18 Februari 2026.Selanjutnya disebut Tergugat VI,

7. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGANYAR
beralamat di JI Lawu No 202, Tegalasri, Bejen, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Karanganyar yang kemudian memberikan Kuasa kepada
Slamet Suhardi, S SiT, M.M. Kepala Seksi Pengendalian Dan
Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan

kawan kawan email bpn pps karanganyar@yahoo.com berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2026.Selanjutnya disebut
Tergugat VII;

8. NOVITA SANTA ERIKA yang beralamat di Iromejan RT 030/RW 007,
Kelurahan Kilitren, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta emalil
novitasantaeureka@gmail.com yang kemudian memberikan kuasa
kepada Agus Yuma Nugraha, S.H. Dan kawan kawan. Para Advokat Dan
Konsultan Hukum “ YUMA & Partners” yang berdomisili di Perumahan
Indra Indah, Jalan Brotoseno Nomor 34, RT 002/RW 013, Kelurahan
Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa
Tengah, email yuma maestro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 18 Februari 2026 selanjutnya disebut sebagai Tergugat
VIII.

9. MUTIARA DIAN AGUSTINA yang beralamat di Lowanu MG 111/1344

YK,RT 072/RW 020, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan,
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Kota Yogyakarta email mutiarad0818@gmail.com yang kemudian
memberikan kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H. Dan kawan kawan.
Para Advokat Dan Konsultan Hukum “ YUMA & Partners” yang berdomisili
di Perumahan Indra Indah, Jalan Brotoseno Nomor 34, RT 002/RW 013,
Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,
Propinsi Jawa Tengah, email yuma maestro@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2026 selanjutnya disebut
sebagai Tergugat IX.
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang beperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
27 Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surakarta pada tanggal 2 Februari 2026 dengan Nomor Register
33/Pdt.G/2026/PN Skt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah

sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 Para Penggugat
didatangi perangkat Desa Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar bila rumah
tinggal Para Penggugat akan dieksekusi pengosongan pada hari Kamis,
tanggal 22 Januari 2026;

2. Bahwa Para Penggugat kaget mendapat informasi untuk mengosongkan
rumahnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2026, kemudian
Para Penggugat menginformasikan kepada Prof. Dr. H. Amir
Junaidi,S.H.M.H. selaku Kuasa Hukumnya ;

3. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, Kuasa Hukum
Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Karanganyar hendak menemui
Tergugat VI baik selaku pribadi atau selaku Ketua Pengadilan Negeri
Karanganyar. Namun tidak diperbolehkan bertemu dan ditemui oleh Sdr.
Ladju SH.,M.H. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri
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Karanganyar, dengan alasan Tergugat VI ibaratnya Raja yang bila bertemu
harus mengajukan surat permohonan 1 (satu) bulan sebelumnya ;

. Bahwa oleh Panitera bernama Sdr. Ladju SH.,M.H. menjelaskan memang
benar akan ada eksekusi Pengosongan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari
2026 dengan menggunakan permohonan lama yaitu nomor perkara 21/Pdt.
Eks/2016/PN. Krg dengan obyek eksekusi :

SMH Nomor 542, yang terakhir menjadi atas nama Haryono dan telah di
pecah waris menjadi atas nama Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Ill,
Tergugat VIII dan Tergugat IX seluas + 194 m2. Yang terletak di Desa

Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan batas — batas :

a. Sebelah Utara : Jalan

b. Sebelah Timur : Jalan

c. Sebelah Selatan . Siti Kasanah

d. Sebelah Barat : Jalan Raya Solo — Sragen

. Bahwa saat bertemu tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat ( Prof. Dr.

Amir Junaidi,S.H.M.H. ), menyampaikan sebagai berikut :

a. Seharusnya agar ada kepastian hukum, mohon diberikan surat
pemberitahuan eksekusi pengosongan secara tertulis, dikarenakan
berdasarkan SEMA NO : 1 TAHUN 2023 mensyaratkan dokumen
diterima minimal 6 ( enam ) hari sebelum sidang, dengan batas waktu
penerimaan tetap 3 hari kerja sebelum sidang. Demikian pula ada
persiapan bagi Para Penggugat ;

b. Bahwa terkait SHM Nomor : 542 ( obyek eksekusi ) Para Penggugat
telah melaporkan Para Tergugat bahwa proses balik nama Sertifikat Hak
Milik Nomor 542, sebelum dilelang oleh Tergugat IV ada dugaan tindak
pidana tanda tangan palsu dalam peralihan hak milik atas tanah dalam
SHM Nomor : 542 dahulu atas nama NIKMAH ( Penggugat Il ) berubah
menjadi atas nama ARIANI WAHYUNINGSIH, makanya hal ini Para
Penggugat membuat laporan di Polres Karanganyar sebagaimana dalam
Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor : STTL / 123/ Ill / 2020
/ Reskrim tertanggal 31 Maret 2020;
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c. Bahwa dalam Grosse Risalah Lelang Nomor 504 / 2012 tanggal 14 Juni
2012 dari Tergugat IV tertulis tanah daratan dan tidak ada kalimat serta
bangunan diatasnya. Kemudian keluar Grosse Risalah Lelang berikutnya
dari Tergugat IV Nomornya 504 / 2012 tanggalnya sama yaitu 14 Juni
2012 tapi isinya tertulis melelang tanah daratan dan bangunan
diatasnya, dari kedua Grosse Risalah Lelang dengan nomor dan tanggal
yang sama tersebut tidak ada kepastian hukum. Karena dalam grosse
risalah lelang tersebut nomornya sama, tanggalnya sama tetapi isi
grossenya berbeda yaitu tanah darat dan bangunan diatasnya ;

d. Bahwa sebagai mantan Rektor UNIBA (Universitas Islam Batik)
Surakarta cukup faham permasalahan penerbitan administrasi surat
harus memenuhi asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Bila tidak,
cacat formil ;

Atas petunjuk dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar

tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat disarankan agar membuat surat

secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar

(Tergugat VI) ;

. Bahwa kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat pada hari Kamis, tanggal
15 Januari 2026 ke Pengadilan Negeri Karanganyar hendak menemui
Tergugat VI selaku Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar. Namun tidak
diperbolehkan bertemu dan ditemui oleh Sdr. Ladju SH.,M.H. selaku
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar. Dijelaskan bahwa
Tergugat VI bersifat CAN DO NO WRONG atau tidak dapat dipersalahkan.
Kata beliau, Tergugat VI ibarat Raja Jawa yang mana tidak setiap orang
dapat menemui walaupun Advokat dan professor sekalipun. Kemudian Prof.
Dr. Amir Junaidi, S.H.,M.H. selaku Kuasa Hukum Para Penggugat, mengirim
surat ke Tergugat VI, perihal : Permohonan Penundaan Eksekusi Terhadap
Obyek Eksekusi SHM Nomor : 542 tertanggal 15 Januari 2026 yang pada
intinya tertulis sebagai berikut:
a. Bahwa akibat adanya 2 risalah Lelang tersebut isinya berbeda maka
Termohon Eksekusi menyampaikan surat kepada KPKNL Surakarta,

perihal : keberatan atas terbitnya 2 (dua) grose risalah lelang dengan
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Nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor 504 / 2012 tanggal 14 Juni
2012 namun keterangan dalam objek lelang berbeda tertanggal 6
Februari 2023. Yang kemudian disampaikan kepada PN Karanganyar
dengan maksud untuk mohon kejelasan yang mana surat risalah Lelang
tersebut yang benar, apakah risalah lelang nomor : 504 / 2012 tanggal 4
Juni 2012 atau risalah 504 / 2012 tanggal 14 Juni 2012 ;

. Bahwa klien kami mendapat surat tembusan dari PN Karanganyar yaitu
Surat Nomor : W12.U31/358/HK.02/1/2023, perihal sebagai Permohonan
Penjelasan Grose terkait Grose Risalah Lelang tertanggal 30 Januari
2023. Adapun inti dari surat tersebut yaitu :

“Atas hal tersebut kami mohon penjelasan dan diberikan data dukung
Salinan Resmi Sertifikat Hak Tanggungan dimaksud” ;

Bahwa setelah ditanyakan ke KPKNL Surakarta sekitar 2 tahun tidak ada
jawaban, baru kemudian ada informasi dari Klien Kami yang
disampaikan melalui Bp. Slamet Agus Ropikin (Bayan Purwojan) bahwa
rumah dan tanah Nikmah / Noto ( Termohon Eksekusi ) disuruh untuk
mengosongkan dengan kalimat : “ Nanti Saudara Termohon Eksekusi
akan diberi uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar
mengosongkan Rumah sengke tersebut ” Yang mana menurut informasi
dari Bp. Slamet Agus Ropikin (Bayan Purwojan) nanti pada tanggal 22
Januari 2026 akan dilaksanakan Eksekusi ;

. Bahwa PN Karanganyar yang akan melaksanakan obyek eksekusi
tersebut mendasarkan pada Risalah Lelang yang baru yang klien kami
tidak tahu ;

. Bahwa Termohon Eksekusi menyatakan tidak pernah menerima
aanmaning yang baru namun tahu — tahu dikasih kabar dari Bp. Slamet
Agus Ropikin (Bayan Purwojan) untuk mengosongkan rumabh ;

Bahwa kami selaku kuasa hukum pada hari Kamis tanggal 8 Januari
2026 datang ke PN Karanganyar meminta informasi atau keterangan
dimana setelah dapat informasi dari salah satu Petugas Eksekusi yang
bernama Bp. Laju menerangkan :

“dasar eksekusi ini karena surat Grose yang baru dari Kantor Lelang.”
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Yang mana nomornya kami tidak tahu ;

. Bahwa apabila dasar eksekusi tersebut menggunakan surat dari KPKNL
yang baru maka sudah sepantasnya / sepatutnya PN Karanganyar
menyampaikan aanmaning yang baru, namun sampai saat ini baik klien
kami maupun kuasa hukum tidak pernah ada surat aanmaning yang
baru, bahwa tanggal 22 Januari 2026 akan dilaksanakan eksekusi dari
PN Karanganyar ;

. Bahwa Klien kami kaget ketika menerima informasi tersebut dikarenakan
permohonan eksekusi pengosongan menggunakan surat permohonan
lama dari pemohon Eksekusi dan mendadak. Padahal permohonan
tersebut adalah cacat hukum dikarenakan : sertifikat SHM No. 542
sebagaimana dikeluarkannya risalah lelang No. 504/2012 tanggal
14/06/2012 dengan pemenang lelang Bp. Haryono padahal Novita
Santa Etika, Sdri Hartati , Mutiara Dian Agustina , Meynur Intan
Hapsari dan Tiany Kusuma Augusta tidak mempunyai kapasitas guna
melakukan Eksekusi Pengosongan Objek sengketa hal mana
dikarenakan SHM No. 542 telah beralih nama dengan dasar Warisan
dan bukan lagi berdasarkan risalah lelang ;

Bahwa risalah lelang bukan bukti kepemilikan dan hanya sebagai
dokumen setara dengan Akta Jual Beli (AJB) untuk objek yang dibel
melalui lelang. Ini mengesahkan peralihan hak dari penjual (pemilik
lama) kepada pembeli (pemilik baru). Dikarenakan masih dokumen maka
tidak dapat diwariskan ;

Bahwa saat ini klien kami masih menempati obyek eksekusi perkara No :
21/Pdt.Eks/2016/PN Krg sehingga pemberitahuan super mendadak via
lisan oleh perangkat desa Brujul adalah tidak manusiawi ;

. Bahwa karena ada dugaan adanya tanda tangan palsu yang dilakukan
oleh Sdr. Sukisno yang mengakibatkan SHM Nomor : 542 yang tadinya
atas nama Nikmah yaitu Pemberi Kuasa (Termohon Eksekusi) menjadi
atas nama Ariani Wahyuningsih (istrinya Sukisno) hal ini dilaporkan oleh
Termohon Eksekusi di Polres Karanganyar dengan Surat Tanda Terima

Laporan Pengaduan Nomor : STTL / 123/ lll / 2020 / Reskrim tertanggal
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31 Maret 2020 dan hal ini masih dalam proses Penyelidikan perkara

pidana di Polres Karanganyar. Yang dibuktikan dengan diterbitkannya

Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) yaitu :

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan Nomor : SP2HP /
161/ 1V / 2020 / Reskrim tertanggal 15 April 2020 ;

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan Nomor : SP2HP /
741/ X1l / 2022 / Reskrim tertanggal 29 Desember 2022 ;

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan Nomor : SP2HP /
143 /111 / 2023 / Reskrim tertanggal 14 Maret 2023 ;

Yang mana perkara pidana tersebut sampai dengan sekarang masih

berproses / belum dihentikan oleh Polres Karanganyar ;

|. Bahwa atas hal — hal tersebut diatas kami mohon Ketua Pengadilan
Negeri Karanganyar untuk menunda eksekusi pengosongan No
21/Pdt.Eks/2016/PN Krg dengan obyek eksekusi terhadap obyek
eksekusi SHM Nomor : 542 yang terletak di Desa / Kelurahan Brujul,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sampai dengan adanya
perbaikan Permohonan Eksekusi beserta dokumennya maupun tata
cara eksekusi ;

7. Bahwa dijelaskan juga, ketika Eksekusi Pengosongan diajukan di Tahun
2016, Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berani untuk melakukan
eksekusi pengosongan dikarenakan adanya 2 (dua) Grosse Risalah Lelang
dengan Nomor dan tanggal yang sama yaitu 504 / 2012 tanggal 14 Juni
2021 namun isi berbeda. Untuk lebih jelasnya Para Penggugat akan
perjelas dan pertegas sebagai berikut:

a. Yang pertama Grosse Risalah Lelang No : 504 / 2012 tanggal 14 Juni
2012 tertulis :
“barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah darat berupa pekarangan
sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 542 seluas 194 m2 terletak di Desa
Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa
Tengah atas nama Ariani Wahyuningsih” ;

b. Sedangkan yang kedua Grosse Risalah Lelang No : 504/2012 tanggal 14
Juni 2012 tertulis :
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“barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah dan bangunan berikut
segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor
542 seluas 194 m2 terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Ariani Wahyuningsih” ;

8. Bahwa Grosse Risalah Lelang adalah salinan dari Risalah Lelang yang

berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA” sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Risalah
Lelang ;
Yang mana Grosse Risalah Lelang adalah dokumen otentik, sehingga tidak
dapat diterbitkan dengan nomor dan tanggal yang sama namun isinya
berbeda. Akibatnya Grosse Risalah Lelang Nomor : 504/2012 tanggal 14
Juni 2012 adalah cacat formil dan tidak dapat digunakan sebagai dasar
untuk melakukan permohonan eksekusi perkara No : 21/Pdt.Eks/2016/PN
Krg ;

9. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 Penggugat | mendapat
SP2HP terbaru dari Polres Karanganyar yang isinya diantaranya adalah :
“Berkaitan dengan hal tersebut diatas, update informasi atas perkembangan
hasil penyelidikan terhadap perkara dimaksud bahwa penyelidik saat ini
masih dalan proses pengumpulan alat bukti yang dapat menggambarkan
peristiva SHM no. 542 an. NIKMAH Binti IMAN KOHARI MARYATI tersebut
sebatas menjadi jaminan atas pinjaman yang diajukan pelapor (NOTO
PRASETYO) kepada terlapor (SUKISNO)”. Dengan demikian perkara
Pidana Terkait keabsahan peraliihan hak SHM no. 542 masih berproses di
Polres Karanganyar ;

10.Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 Para Penggugat
mendapat surat tertanggal 19 Januari 2026 perihal : Pemberitahuan
Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan  dalam  Perkara  Nomor
21/Pdt.Eks/2016/PN Krg, dari Tergugat VI. Yang isinya diantaranya yaitu :
‘Guna melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar
Penetapannya Nomor 21/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Krg tertanggal 19 Januari

2016 Tentang pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Sebidang tanah dan
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11.

bangunan Segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik
Nomor 542 luas 194 m2 terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya supaya
obyek eksekusi tersebut Para Pemohon Eksekusi 1. SRI HARTATI, 2.
NOVITA SANTA ERIKA, 3. MUTIARA DIAN AGUSTINA, 4. MEYNAR
INTAN HAPSARI, dan 5. TIFFANY KUSUMA AUGUSTA yang merupakan
ahli waris Almarhum Haryono” ;
Bahwa kemudian, Para Penggugat mempelajari berkas — berkas maupun
dokumen yang dimiliki terkait rencana eksekusi pengosongan tersebut dan
ditemukan hal — hal sebagai berikut :
a. Roya Mendahului Risalah Lelang
Bahwa hal tersebut dapat ditemukan pada SHM Pengganti Nomor 542
dahulu atas nama Ariani Wahyuningsih, luas 194 m2 tertulis sebagai
berikut :
‘Roya berdasarkan Surat Roya Nomor 0013/DSP-Gming/2719/0612
tanggal 13/06/2012, sedangkan Lelang berdasarkan Kutipan Risalah
Lelang Nomor 504/2012 tanggal 14/06/2012" ;
Bahwa mekanisme yang benar adalah Risalah lelang dulu, baru
kemudian dibawa ke Bank Danamon, kemudian terbit Roya. Pengertian
Roya adalah proses penghapusan pencatatan Hak Tanggungan (HT)
pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kantor
Pertanahan (ATR/BPN) karena utang yang dijaminkan telah lunas,
sehingga tanah kembali bersih dari beban jaminan, sedangkan risalah
lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat
Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 angka 4
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024
Tentang Risalah Lelang ;
Dengan demikian logika akal sehat, tidak mungkin Roya terbit
mendahului Risalah lelang dikarenakan adanya Risalah Lelang menjadi
bukti bahwa obyek SHM Nomor 542, sudah laku terjual sehingga

kewajiban di Bank Danamon sudah lunas atau tidak ada ;
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b. Penerbitan SHM Pengganti Nomor 542, luas 194 m2 dahulu atas nama
ARIANI WAHYUNINGSIH yang diterbitkan oleh Tergugat VIl adalah
cacat formil
b.1 Tergugat VIl telah menerbitkan SHM Pengganti Nomor 542,

luas 194 m2 dahulu atas nama ARIANI WAHYUNINGSIH
dikarenakan blangko lama AJB No 072/JTN/2008 tanggal
03/06/2008 ;

- Jika mendasarkan pada AJB tentunya tidak sesuai
sebagaimana pada halaman 3 Akta Jual Beli No
072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008, yang tertulis :

‘Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada
Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini
membeli dari pihak pertama :

Hak Milik : Nomor 542/Brujul atas sebidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi
tanggal 26 — 6 — 1987 Nomor 4673/HM/1987 seluas 210
m? (dua ratus sepuluh meter persegi)”;

Yang mana sudah jelas dan terang, SHM Nomor 542
sebagaimana dalam uraian AJB tertulis : luas 210 m2,
namun ketika terbit SHM Pengganti Nomor 542, tertulis :
luas 194 m2. Dengan demikian cacat formil dan berakibat
tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Tergugat VIl tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti
berkas yaitu AJB No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008.
Sebagaimana pada halaman 7, tidak dibubuhi meterai.
Adapun pengertian meterai adalah label atau carik dalam
bentuk tempel, elektronik, atau bentuk Ilainnya yang
memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang
digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen
sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 ayat 4 Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
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Tentang Bea Meterai ;

Bahwa AJB No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 adalah
akta otentik. Maka sebagai akta otentik yang merupakan
dokumen perdata, AJB termasuk objek yang wajib dikenai
bea materai. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Materai, yang menyebutkan bahwa dokumen perdata,
termasuk akta notaris maupun akta PPAT, dikenakan bea
materai. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) Undang — Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menegaskan
bahwa bea materai terutang sejak saat dokumen tersebut
ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena itu, setiap
AJB wajib dibubuhi bea materai agar memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna ;

Sehingga peralihan SHM Nomor 542 dari Penggugat Il ke
Nyonya ARIANI WAHYUNINGSIH berdasarkan Akta Jual
Beli No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 yang tidak
dibubuhi meterai adalah cacat formil dan batal demi
hukum;

- Penerbitan SHM Pengganti Nomor 542 atas dasar blangko
lama AJB No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 adalah
tidak tepat dan keliru. Hal ini dikarenakan SHM pengganti
hanya diterbitkan jika sertifikat asli hilang atau rusak. Jika
peralihan terjadi via AJB, maka prosedurnya adalah balik
nama (pendaftaran peralihan hak) ke BPN, bukan
mengajukan SHM pengganti atas hama pembeli ;

Pada SHM Pengganti Nomor 542 tertulis pemegang hak :
“‘ARIANI  WAHYUNINGSIH”. Namun penunjukan dan
penetapan batas tertulis : “Ariyani Wahyuningsih”. Sehingga
timbul pertanyaan, apakah 2 (dua) nama orang tersebut
adalah sama atau tidak. Maka bilamana ARIANI
WAHYUNINGSIH dan Ariyani Wahyuningsih adalah satu
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orang yang sama. Seharusnya dilakukan penetapan satu

orang yang sama terlebih dahulu di Pengadilan Negeri ;

Buku Tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 542 dahulu atas
nama NIKMAH (Penggugat 1l) yang terletak di Desa Brujul,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa
Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat VII tertulis luas tanah
yaitu luas 210 m2 ;
Bahwa Para Penggugat meyakini tidak mungkin Tergugat VII
menerbitkan 2 ( dua ) buku tanah SHM Nomor 542 dengan
luas tanah yang berbeda yaitu yang satu menyebutkan luas
tanah 210 m2 dan yang lainnya tertulis luas tanah 194 m2.
Bila ada, merupakan penyelundupan hukum dan atau
pemalsuan surat ;
Bahwa dengan demikian Para Penggugat sangat yakin SHM
Pengganti Nomor 542, luas 194 m2 yang diterbitkan Tergugat
VII tidak ada buku tanahnya ;
Bahwa dengan demikian, atas dasar uraian tersebut maka sudah jelas
dan terang, penerbitan SHM Pengganti Nomor 542, luas 194 m2 dahulu
atas nama ARIANI WAHYUNINGSIH yang diterbitkan oleh Tergugat Vi
adalah cacat formil dan batal demi hukum ;
Perbedaan Luas SHM Nomor 542 dengan SHM Pengganti Nomor 542
yang diterbitkan oleh Tergugat VII
Bahwa terdapat perbedaan luas SHM yaitu SHM Nomor 542 dahulu atas
nama NIKMAH (Penggugat Il), seluas 210 m2 yang diterbitkan oleh
Tergugat VIl dengan SHM Pengganti Nomor 542 dahulu atas nama
ARIANI WAHYUNINGSIH, seluas 194 m2 yang juga diterbitkan oleh
Tergugat VIl ;
Bahwa dengan demikian dilaksanakannya eksekusi Pengosongan
dengan Nomor Perkara 21/Pdt.Eks/2016/PN Krg pada tanggal 22
Januari 2026 yang dilakukan Tergugat VI dengan pemohon eksekusi
Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat lll, Tergugat VIII dan Tergugat IX (1.
SRI HARTATI, 2. NOVITA SANTA ERIKA, 3. MUTIARA DIAN
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AGUSTINA, 4. MEYNAR INTAN HAPSARI, dan 5. TIFFANY KUSUMA
AUGUSTA) yang merupakan ahli waris Almarhum Haryono mengunakan
alas hak SHM Nomor 542 seluas 194 m2 yang diterbitkan oleh
Tergugat VIl adalah cacat formil dan batal demi hukum.

. Tidak Ada Konstatering

Bahwa pengertian konstatering yaitu tindakan pencatatan atau
pengamatan resmi terhadap kondisi objek eksekusi, terutama dalam
konteks hukum, untuk memastikan kesesuaian antara objek yang
dieksekusi dengan putusan pengadilan. Ini adalah bagian penting dari
proses eksekusi, terutama dalam perkara perdata, yang memastikan
bahwa objek yang akan dieksekusi sesuai dengan apa yang diputuskan
oleh pengadilan ;

Bahwa fungsi dari konstatering, salah satunya yaitu verifikasi objek
sengketa. Yang artinya adalah mencocokkan lokasi, luas, batas,
identifikasi fisik, dan kondisi objek sengketa di lapangan dengan data di
berkas perkara. Maka begitu pentingnya Kkonstatering ini, agar
dikemudian hari tidak ada kesalahan terhadap obyek eksekusi ;

Bahwa Para Penggugat juga kaget dengan perbuatan melawan hukum
Tergugat VI dan Tergugat VI, yang tidak melakukan konstatering guna
memastikan luas obyek eksekusi SHM Nomor 542 tersebut ;

Bahwa dengan dilakukannya eksekusi pengosongan pada hari Kamis,
22 Januari 2026 dengan perbedaan luas SHM Nomor 542 yaitu luas 210
m2 dan luas 194 m2. Sudah dapat dipastikan eksekusi pengosongan
dengan Perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2016/PN Krg adalah cacat formil dan
batal demi hukum ;

. Kesalahan Penulisan Obyek Eksekusi Pengosongan Sebagaimana Pada
Surat Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan
dalam Perkara Nomor 21/Pdt.Eks/2016/PN Krg, tertanggal 19 Januari
2026 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat VI.

Bahwa isi surat tersebut berisi tentang pelaksanaan Eksekusi
Pengosongan Sebidang tanah dan bangunan Segala sesuatu yang

berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 542 luas 194 m2
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terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar,
Propinsi Jawa Tengah ;
Bahwa penulisan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 adalah tidak tepat dan
keliru, yang benar adalah Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 542.
Dikarenakan SHM Nomor 542 telah diterbitkan SHM Pengganti Nomor
542 oleh Tergugat VII ;
Bahwa bilamana alas hak pelaksanaan Eksekusi Pengosongan adalah
Sertifikat Hak Milik Nomor 542 maka dengan luas 210 m2 bukan luas
194 mz; Maka eksekusi pengosongan dengan nomor perkara
21/Pdt.Eks/2016/PN Krg adalah cacat formil dan batal demi hukum ;
12.Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 Tergugat VI tetap
melaksanakan eksekusi pengosongan dengan nomor perkara 21/Pdt.
Eks/2016/PN. Krg ;
13.Bahwa pada saat eksekusi pengosongan, Para Penggugat melalui kuasa
hukumnya sudah mengingatkan lewat spanduk MMT dan lesan kepada
Tergugat VI dan Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi Tergugat I, Tergugat I,
Tergugat Ill, Tergugat VIII dan Tergugat 1X, bahwa eksekusi pengosongan
dengan nomor perkara: 21/Pdt. Eks/2016/PN. Krg adalah cacat formil,
disebabkan :
a. Ada 2 (dua) Grosse Risalah Lelang (homor dan tanggal sama) yang
diterbitkan Tergugat IV tetapi isinya berbeda
Adapun uraiannya yaitu :
Yang pertama Grosse Risalah Lelang No : 504 / 2012 tanggal 14 Juni
2012 tertulis :
“barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah darat berupa pekarangan
sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 542 seluas 194 m2...” ;
Sedangkan yang kedua Grosse Risalah Lelang No : 504/2012 tanggal 14
Juni 2012 tertulis :
“‘barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah dan bangunan berikut
segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor
542 seluas 194 m2...” ;
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Dengan diterbitkannya 2 (dua) Grosse Risalah Lelang tersebut oleh
Tergugat IV, maka menimbulkan akibat hukum yaitu cacat formil ;

. Roya dahulu baru dilakukan lelang

SHM Pengganti Nomor 542 dahulu atas nama Ariani Wahyuningsih, luas
194 m2 tertulis sebagai berikut :

‘Roya berdasarkan Surat Roya Nomor 0013/DSP-Gming/2719/0612
tanggal 13/06/2012, sedangkan Lelang berdasarkan Kutipan Risalah
Lelang Nomor 504/2012 tanggal 14/06/2012" ;

Dengan adanya roya yang mendahului lelang, maka menimbulkan akibat
hukum yaitu cacat formil ;

. Ada Perkara Pidana di Polres Karanganyar masih berproses

Para Penggugat telah membuat laporan adanya dugaan Pemalsuan
surat / atau tanda tangan palsu sebagaimana dalam Surat Tanda Terima
Laporan Pengaduan Nomor : STTL / 123/ lll / 2020 / Reskrim tertanggal
31 Maret 2020 dan hal ini masih dalam proses Penyelidikan perkara
pidana di Polres Karanganyar ;

. Ada 2 SHM Nomor : 542 luas 210 m?, yang satunya luas 194 m?
Terdapat perbedaan luas

SHM yaitu SHM Nomor 542 dahulu atas nama NIKMAH (Penggugat II),
seluas 210 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat VII dengan SHM
Pengganti Nomor 542 dahulu atas nama ARIANI WAHYUNINGSIH,
seluas 194 m2 yang juga diterbitkan oleh Tergugat VII ;

. Tidak pernah ada Konstatering

Tergugat VI dan Tergugat VII tidak melakukan konstatering guna
memastikan luas obyek eksekusi SHM Nomor 542 tersebut yaitu luas
210 m2 atau luas 194 m2 ;

Akta Jual Beli ( AJB) tidak dibubuhi meterai, akibatnya cacat formil

AJB No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008. Sebagaimana pada halaman
7, tidak dibubuhi meterai ;

Dengan tidak adanya meterai pada AJB tersebut, maka menimbulkan
akibat hukum yaitu AJB No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 adalah

cacat formil ;
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g. Para Penggugat bersedia membeli kembali SHM Nomor 542 seharga
Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah ) namun Tergugat I, Tergugat
Il, Tergugat Ill, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mau menerima
usulan tersebut;

h. Bersedia dilakukan eksekusi pengosongan dengan syarat sudah ada
kepastian Grosse Risalah Lelang yang diterbitkan Tergugat IV dan
adanya kepastian luas tanah obyek eksekusi SHM 542 melalui
konstatering ;

Namun, Tergugat VI tetap melaksanakan eksekusi Pengosongan pada

tanggal 22 Januari 2026 ;

14.Bahwa saat eksekusi pengosongan oleh Tergugat VI yang diwakili oleh

Panitera, juru sita, staff mengatakan kepada Para Penggugat bila mana

tidak setuju dengan adanya eksekusi pengosongan dengan Nomor Perkara

: 21/Pdt. Eks/2016/PN. Krg silakan mengajukan gugatan atau melaporkan

ke Pengadilan Tinggi Semarang bahkan ke Mahkamah Agung dan Tergugat

VI siap menghadapi dimana dan kapan saja. Tidak ada masalah Tergugat

VI tiap harinya sudah kenyang dengan problematika hukum ;

15.Bahwa Tergugat VI sebagai “ pionir ” penegakan hukum seharusnya lebih
sedikit sabar untuk menunda eksekusi pengosongan. Bukankah “Innallaha
ma ashobirin” sesungguhnya Allah bersama orang orang yang sabar (QS. Al

— Bagarah ayat 153). Mengapa tidak lebih dahulu melakukan Klarifikasi,

identifikasi dan menelaah kebenaran isi surat dari Para Penggugat melalui

kuasa hukumnya tersebut, yang meminta penundaan eksekusi
pengosongan ? Tela’ah tersebut diantaranya :

a. Apa benar ada 2 (dua) groose Risalah Lelang dengan nomor dan tanggal
sama? ;

a. Apa benar ada surat Groose Risalah Lelang yang baru sebagai dasar
atau alas hak eksekusi pengosongan No : 21/Pdt. Eks/2016/PN. Krg,
pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 ? ;

b. Apa benar roya mendahului Risalah lelang ? ;

c. Apa benar luas obyek eksekusi No : 21/Pdt. Eks/2016/PN. Krg berbeda,
ada yang luas 210 m2 dan ada yang luasnya 194 m2 ? ;
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d. Apa perlu konstarering ? ;

e. Apa sah surat Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum HARYONO No :
594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016 dan Surat Keterangan Warisan para
ahli waris Almarhum HARYONO No. 594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016
yang dikeluarkan oleh Tergugat V dengan nomor dan tanggal yang
sama?

Namun semuanya tidak dilakukan, justru eksekusi pengosongan dilakukan

dengan tergesa gesa dan jumawa. Mungkin Tergugat VI lupa, sifat tergesa

gesa dan jumawa minta digugat adalah sifat syaithon. Ibadah saja tidak
boleh dilakukan dengan tergesa gesa apalagi muamalah ;

16.Bahwa pada hari Jum’at tanggal 23 Januari 2026 Para Penggugat
menerima surat dari Tergugat VI yang isinya diantaranya :

“ Bahwa sebagai ahli waris dari Haryono adalah :

1. SRI HARTATI, 2. NOVITA SANTA ERIKA, 3. MUTIARA DIAN

AGUSTINA, 4. MEYNAR INTAN HAPSARI, dan 5. TIFFANY KUSUMA

AUGUSTA, berdasarkan:

- Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum HARYONO, yang dikeluarkan
Lurah Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta No. 594.3/004/V1/2016
tanggal 3-6-2016 ;

- Surat Keterangan Warisan para ahli waris Almarhum HARYONO, yang
dikeluarkan Lurah Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta No.
594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016 ;

Bahwa setelah mempelajari isi surat tersebut, ada perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dengan mengeluarkan Surat

Pernyataan Ahli Waris Almarhum HARYONO No : 594.3/004/VI/2016

tanggal 3-6-2016 dan Surat Keterangan Warisan para ahli waris Almarhum

HARYONO No. 594.3/004/VI/2016 tanggal 3-6-2016. Adapun alasannya

yaitu :

- Bahwa Pada Dasarnya Tergugat V Bukan Institusi Yang Diperbolehkan
Mengeluarkan Produk Hukum .

Bahwa merujuk pada Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
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17.

18.

16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa “surat
tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa : surat pernyataan ahli waris
yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal
pewaris pada waktu meninggal dunia”;

Artinya Surat Pernyataan Ahli Waris sejatinya bukan diterbitkan,
melainkan diketahui/dikuatkan oleh Lurah dan Camat ;

- Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum HARYONO Dan Surat
Keterangan Warisan Para Ahli Waris Almarhum HARYONO Yang
Dikeluarkan Oleh Tergugat V Menggunakan Nomor Dan Tanggal Yang
Sama Yaitu No. 594.3/004/V1/2016 dan Tanggal 3-6-2016 ;

Bahwa penggunaan nomor dan tanggal surat yang sama oleh Tergugat
V untuk 2 (dua) dokumen berbeda dapat dikategorikan sebagai surat
ganda/duplikat bahkan penyelundupan hukum sehingga mengakibatkan

kerancuan administrasi dan ketidak absahan surat / atau cacat formil ;

Dengan demikian Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum HARYONO No
594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016 dan Surat Keterangan Warisan para
ahli waris Almarhum HARYONO No. 594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016
yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah cacat formil dan batal demi

hukum.

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tampaknya satu guru satu ilmu,
dikarenakan menerbitkan surat yang nomor dan tanggal sama, namun
isinya berbeda. Padahal akibat terbitnya surat surat tersebut telah
melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang bertentangan
dengan prinsip Negara hukum :

Bahwa pengertian cacat formil adalah cacat yang berkaitan dengan bentuk
atau prosedur hukum dalam suatu dokumen atau proses yang tidak
memenuhi syarat undang undang atau peraturan lainnya, sehingga dapat

mengakibatkan batal demi hukum ;
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19.Bahwa Para Penggugat akan menguraikan secara jelas dan tegas

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat Ill, Tergugat VIII dan Tergugat I1X

Pada saat mengajukan eksekusi pengosongan menggunakan 2 (dua)
Groose Risalah Lelang dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu
Groose Risalah Lelang No : 504 / 2012 tanggal 14 Juni 2012 ;
Menggunakan 2 (dua) Surat yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris
Almarhum HARYONO No : 594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016 dan
Surat Keterangan Warisan para ahli waris Almarhum HARYONO No.
594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat
V dengan nomor dan tanggal yang sama untuk melakukan
pencatatan balik nama dan eksekusi pengosongan terhadap SHM
Nomor 542. Terhadap 2 (dua) Surat tersebut adalah cacat formil dan
batal demi hukum ;

Terdapat perbedaan luas SHM Nomor 542 dengan SHM Pengganti
Nomor 542 yang diterbitkan oleh Tergugat VIl yaitu luas tanah 210
m2 dan luas tanah 194 m2. Namun, dalam hal ini Tergugat I,
Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat VIII dan Tergugat X meyakini
bahwasannya SHM Nomor 542 dengan luas tanah 194 m2 adalah
benar. Padahal itu tidak tepat dan keliru;

SHM Pengganti Nomor 542, luas 194 m2 tidak ada buku tanahnya ;
Peralihan SHM Nomor 542 dahulu atas nama NIKMAH (Penggugat
II) menjadi atas nama ARIANI WAHYUNINGSIH dikarenakan blangko
lama AJB No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 adalah cacat formil
dan batal demi hukum. Sehingga proses selanjutnya juga mengalami

cacat formil dan batal demi hukum ;

b. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat IV

Bahwa Tergugat IV telah menerbitkan 2 (dua) Groose Risalah Lelang

yaitu :

Pertama Groose Risalah Lelang No : 504 / 2012 tanggal 14 Juni 2012

tertulis :
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‘barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah darat berupa
pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 542 seluas 194 m2
terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar,
Propinsi Jawa Tengah atas nama Ariani Wahyuningsih” ;
- Kedua Groose Risalah Lelang No : 504/2012 tanggal 14 Juni 2012
tertulis :
“barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah dan bangunan berikut
segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik
Nomor 542 seluas 194 m2 terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Ariani
Wahyuningsih” ;
Akibatnya Groose Risalah Lelang No : 504 / 2012 tanggal 14 Juni
2012 yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah cacat formil dan batal
demi hukum.
c. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat V
Bahwa Tergugat V telah mengeluarkan 2 (dua) Surat yaitu Surat
Pernyataan Ahli Waris Almarhum HARYONO No : 594.3/004/V1/2016
tanggal 3-6-2016 dan Surat Keterangan Warisan para ahli waris
Almarhum HARYONO No. 594.3/004/VI/2016 tanggal 3-6-2016.
Tergugat V sebagai institusi publik seharusnya hati — hati dalam
menerbitkan surat, apalagi bila berdampak pada pihak lain. Pada
dasarnya Tergugat V bukan institusi yang diperbolehkan mengeluarkan
produk hukum. Selain itu kedua surat tersebut menggunakan nomor
dan tanggal yang sama yaitu No. 594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016.
Maka timbul akibat hukum dari kedua surat yang diterbitkan oleh
Tergugat V tersebut adalah cacat formil dan batal demi hukum ;
d. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat VI
Bahwa Para Penggugat pada saat eksekusi sudah mengingatkan
kepada Tergugat VI bahwa eksekusi pengosongan dengan nomor
perkara: 21/Pdt. Eks/2016/PN. Krg tanggal 22 Januar 2026 adalah cacat

formil, disebabkan :
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Ada 2 (dua) Grosse Risalah Lelang (nomor dan tanggal sama) tetapi
isinya berbeda ;

Roya dahulu baru dilakukan lelang ;

Ada Perkara Pidana di Polres Karanganyar masih berproses ;

Ada 2 SHM Nomor : 542 luas 210 m2, yang satunya luas 194 m2 ;
Tidak pernah ada Konstatering ;

SHM Pengganti Nomor 542 didasarkan blangko lama AJB No :
072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 bukan karena hilang atau rusak ;
Para Penggugat bersedia membeli kembali SHM Nomor 542 seharga
Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah ) namun Tergugat |,
Tergugat 1l, Tergugat Ill, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mau
menerima usulan tersebut ;

Bersedia dilakukan eksekusi pengosongan dengan syarat sudah ada
kepastian Grosse Risalah Lelang yang diterbitkan Tergugat IV dan
adanya kepastian luas tanah obyek eksekusi SHM 542 melalui
konstatering. Namun, Tergugat VI tetap melaksanakan eksekusi

Pengosongan ;

. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat VI

Jika mendasarkan pada AJB tentunya tidak sesuai sebagaimana
pada halaman 3 Akta Jual Beli No : 072/JTN/2008 tanggal
03/06/2008 ;

Tergugat VIl tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti berkas yaitu
AJB No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008. Sebagaimana pada
halaman 7, tidak dibubuhi meterai ;

Penerbitan SHM Pengganti Nomor 542 atas dasar blangko lama AJB
No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 adalah tidak tepat dan keliru.
Hal ini dikarenakan SHM pengganti hanya diterbitkan jika sertifikat
asli hilang atau rusak ;

Perbedaan Luas SHM Nomor 542 dengan SHM Pengganti Nomor
542 yang diterbitkan oleh Tergugat VII yaitu luas tanah 210 m2 dan

luas tanah 194 m2 ;
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- Adanya 2 (dua) nama yang berbeda yaitu ARIANI WAHYUNINGSIH
dan Ariyani Wahyuningsih sebagaimana yang tercantum dalam SHM
Pengganti Nomor 542 ;

- Tidak pernah ada konstatering.

20.Bahwa Para Penggugat berpendapat Para Tergugat telah dzalim dan

merugikannya. Padahal akibat dzalim diantaranya :

Azab Pedih ;

Kegelapan kiamat ;
Kebangkrutan amal ;
Tidak Mendapat Hidayah ;
Murka Allah ;

Sekedar mengingatkan, mengambil tanah orang lain walau sejengkal akan

ditimpakan padanya tujuh lapis bumi ( pada hari kiamat ) .

21.Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat menderita

kerugian :

a. Materiil

Kehilangan Obyek tanah dan bangunan SHM Nomor 542 senilai Rp.
1.000.000.0000,- ( satu milyar rupiah) ;

. Imateriil

Para Penggugat merasa pusing dan stress memikirkan banyaknya
kesalahan atau perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Bahkan
kepusingannnya bertambah ketika kesalahan tersebut sudah ditunjukkan
ke Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat VIl serta Tergugat IX
selaku Pemohon eksekusi dan Tergugat VI, namun tetap dilaksanakan
eksekusi Pengosongan oleh Tergugat VI. Akibatnya Para Penggugat
menderita kerugiaan imateriil dan bila dibuat angka riill adalah Rp.
100.000.000,- ( seratus juta rupiah);

22.Bahwa atas dasar uraian tersebut maka Para Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365

KUHPerdata dengan unsur :

a. ada perbuatan melawan hukum ;

b. ada kesalahan ;
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23.

24,

25.

26.

c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ;

d. ada kerugian ;

Bahwa Para Penggugat mohon putusan Pengadilan Negeri Surakarta ini
serta merta dilaksanakan walaupun Para Tergugat banding atau kasasi ;
Bahwa guna terpenuhinya Putusan ini dengan baik, maka apabila Para
Tergugat lalai tidak memenuhi putusan ini, maka pantas untuk dihukum
guna membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti — bukti autentiek,
dan telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka kiranya putusan
dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya
hukum verset, banding maupun kasasi ;

Bahwa gugatan dialamatkan di Pengadilan Negeri Surakarta, selain
permintaan Tergugat VI dan sebagian besar Tergugat beralamat di
Surakarta, Para Penggugat juga sangat meyakini Pengadilan Negeri
Surakarta beranggotakan Hakim — Hakim yang adil, berintegritas dan
professional.

Berdasarkan alasan dalil — dalil di atas maka Para Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim segera memeriksa, mengadili perkara, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan semua alat bukti yang dikeluarkan oleh Para Penggugat adalah

sah dan berlaku ;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menyatakan Tergugat IV telah menerbitkan 2 (dua) Groose Risalah Lelang
dengan nomor dan tanggal yang sama , yaitu :
a. Pertama Groose Risalah Lelang No : 504 / 2012 tanggal 14 Juni 2012
tertulis :
“barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah darat berupa pekarangan

sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 542 seluas 194 m2 terletak di Desa
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Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa
Tengah atas nama Ariani Wahyuningsih” ;

b. Kedua Groose Risalah Lelang No : 504/2012 tanggal 14 Juni 2012
tertulis :
“barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah dan bangunan berikut
segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor
542 seluas 194 m2 terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Ariani Wahyuningsih” ;

5. Menyatakan 2 ( dua ) akta dengan nomor dan tanggal yang sama yang
diterbitkan oleh Tergugat IV, yaitu : Pertama Groose Risalah Lelang No :
504 / 2012 tanggal 14 Juni 2012 tertulis :

“barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah darat berupa pekarangan
sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 542 seluas 194 m2 terletak di Desa Brujul,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas
nama Ariani Wahyuningsih” dan terbit Groose Risalah Lelang No : 504/2012
tanggal 14 Juni 2012 yang kedua, tertulis :

“barang yang dilelang berupa : Sebidang tanah dan bangunan berikut
segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 542
seluas 194 m2 terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Ariani Wahyuningsih®
adalah cacat formil dan batal demi hukum ;

6. Menghukum Tergugat IV menerbitkan surat Grosse lelang terbaru untuk
membetulkan terhadap terbitnya 2 (dua) Grosse Risalah lelang dengan
nomor dan tanggal yang sama yaitu No : 504/2012 tanggal 14 Juni 2012 ;

7. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum HARYONO No :
594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat V
adalah cacat formil dan batal demi hukum ;

8. Menyatakan Surat Keterangan Warisan para ahli waris Almarhum
HARYONO No. 594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016 yang dikeluarkan oleh

Tergugat V adalah cacat formil dan batal demi hukum ;
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9. Menghukum Tergugat V untuk menerbitkan Surat terbaru guna
membetulkan terhadap adanya 2 ( dua ) surat sebelumnya dengan nomor
dan tanggal yang sama yaitu No. 594.3/004/V1/2016 tanggal 3-6-2016 ;

10. Menyatakan tidak ada buku tanah SHM Pengganti Nomor 542, luas 194 m2
dahulu atas nama ARIANI WAHYUNINGSIH menjadi atas nama Tergugat I,
Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang diterbitkan oleh
Tergugat VI ;

11.Menyatakan tidak adanya buku tanah SHM Pengganti Nomor 542, luas
194 m2 maka penerbitan SHM Pengganti Nomor 542, luas 194 m2 dahulu
atas nama ARIANI WAHYUNINGSIH menjadi atas nama Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat VIII dan Tergugat IX oleh Tergugat VII
adalah cacat formil dan batal demi hukum ;

12.Menyatakan peralihan SHM Nomor 542 dari Penggugat Il ke Nyonya
ARIANI WAHYUNINGSIH yang diterbitkan oleh Tergugat VII berdasarkan
Akta Jual Beli No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 yang tidak dibubuhi
meterai adalah cacat formil dan batal demi hukum;

13.Menyatakan penerbitan SHM Pengganti Nomor 542, luas 194 m2 dahulu
atas nama ARIANI WAHYUNINGSIH yang diterbitkan oleh Tergugat VIl atas
dasar blangko lama AJB No 072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 adalah
cacat formil dan batal demi hukum;

14. Menyatakan Tergugat VII hanya diperbolehkan menerbitkan SHM Pengganti
Nomor 542 jika sertifikat asli hilang atau rusak ;

15. Menyatakan peralihan SHM Pengganti Nomor 542, luas 194 m2 dahulu atas
nama ARIANI WAHYUNINGSIH menjadi atas nama Tergugat |, Tergugat I,
Tergugat Ill, Tergugat VIII dan Tergugat 1X yang diterbitkan oleh Tergugat
VIl adalah cacat formil dan batal demi hukum ;

16. Menghukum kepada Tergugat VII untuk menerbitkan surat keputusan luas
tanah obyek eksekusi yang benar adalah seluas 210 m2 sebagaimana SHM
Nomor 542 dahulu atas nama NIKMAH (Penggugat II) ;

17.Menyatakan eksekusi pengosongan dengan perkara nomor : 21/Pdt.
Eks/2016/PN. Krg oleh Tergugat VI adalah cacat formil dan batal demi

hukum ;
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18.Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar
Seratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat, sejak putusan ini dibacakan ;

19. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ;

20.Menghukum Para Tergugat guna membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat,
terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

21.Menghukum Para Tergugat guna menanggung biaya Perkara ;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para
Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di
antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan dengan menunjuk | Made Ridho Ramadhan,S.Sos.,C.Med
Mediator dari luar Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2026
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa persidangan dalam perkara ini dilakukan secara
elektronik;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan tetap pada isi
gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT LILIILVII dan IX sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
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1. Bahwa Tergugat I, II, lll, dan VIl serta IX ; MENOLAK dengan tegas

seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas

dan jelas dalam jawaban ini.
2. EKSEPSI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TIDAK BERWENANG
MENGADILI PERKARA (KOMPETENSI ABSOLUT) :

a. Dasar Hukum :

a.l.
a.2.

Pasal 134 HIR Jo. Pasal 132 Ruv.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2019, Tentang : PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA
TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN MENGADILI
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU
PEJABAT PEMERINTAH (ONRECHMATIGE
OVERHEIDSDAAD), selanjutnya disebut “PERMA”.

b. Bahwa, Titel gugatan Para Penggugat adalah “Perbuatan Melawan

Hukum”, dan Para Penggugat secara terang dan jelas menuntut kepada

Majelis Hakim agar ; Para Tergugat dinyatakan telah melakukan

Perbuatan Melawan hukum, in casu  khususnya terkait dengan

tindakan/perbuatan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat
VII (vide : Petitum angka 3 Jo. Petitum angka 6, 9, 16 dan 17).

c. Bahwa, sebagaimana diketahui bahwasanya :

c.1.

c.2.

c.3.

c.4.

Tergugat IV adalah merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan di
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang
Negara dan Pelayanan Lelang dibawah Kementerian Keuangan.
Tergugat V adalah merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan
Daerah dibawah Kecamatan dan juga Wali Kota.

Tergugat VI dapat dikategori sebagai Pejabat Pemerintahan
dalam konteks hukum administrasi negara tertentu, terutama
ketika menjalankan tindakan administratif, meskipun fungsi
utamanya adalah kekuasaan kehakiman (yudikatif

Tergugat VIl adalah merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan di

bidang pertanahan.
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d. Bahwa, amanat Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 sebagai
berikut :

‘perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

e. Bahwa, jika Petitum angka 3 Jo. Petitum angka 6, 9, 16 dan 17 seperti
disebut pada Surat Gugatan Para Penggugat a quo dihubungkan dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019, maka diperoleh
fakta yang tidak terbantahkan bahwa gugatan a quo harus diajukan ke
muka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), BUKAN pada Pengadilan
Negeri Surakarta.

f. Bahwa, selain dari itu, untuk membuat makin terang apakah perkara
aquo dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta atau harus diajukan
ke peradilan lain in casu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perlu
Tergugat I, 11, 11l dan VIII serta IX menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Menerbitkan surat Groose Lelang oleh Tergugat IV (vide : Petitum

angka 6).

- Menerbitkan Surat Keterangan Warisan oleh Tergugat V (vide :
Petitum angka 9).

- Menerbitkan Surat Keputusan luas tanah dan/atau surat lain terkait
dengan peralihan sertipikat Obyek Sengketa a quo oleh Tergugat VI
(vide : Petitum angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Jo. Petitum angka 16).

Menurut hukum administrasi haruslah dikualifikasikan sebagai tindakan

faktual (nyata) Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIl dimaksud

dalam kapasitas selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat

Pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan

(bestuurzorg), dan bukan dalam rangka mempertahankan hak

kebendaan ataupun hak keperdataan terkait dengan obyek sengketa

(incasu karena permintaan Para Penggugat).

g. Bahwa, Pasal 134 HIR Jo. Pasal 132 Rv pada prinsipnya memberi
amanat kepada Hakim yang menemukan perkara yang diajukan
kepadanya tidak termasuk dalam kekuasaannya, maka hakim tersebut

karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang untuk
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mengadili meskipun tidak ada tangkisan/sangkalan yang diajukan
Tergugat (pasal tersebut bersifat imperatif).

h. Bahwa, dari uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Pengadilan Negeri
Surakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara a quo;

3. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK ADA KEDUDUKAN AJUKAN

GUGATAN TERKAIT OBYEK SENGKETA (LEGAL STANDING) :

Bahwa, Para Penggugat dalam Petitumnya minta agar : Tergugat IV

menerbitkan Surat Grosse Risalah Lelang (vide : Petitum angka 6),

Tergugat V menerbitkan Surat Keterangan Warisan (vide Petitum angka 9),

Tergugat VII menerbitkan Surat Keputusan luas tanah yang ketiganya

terkait dengan Obyek Sengketa. Sedangkan Obyek Sengketa secara

yuridis adalah milik Tergugat I, II, 1ll dan VIII serta IX atas dasar warisan
dari almarhum HARYONO yang diperoleh dari pembelian lelang. Dengan
demikian Para Penggugat BUKAN pemilik Obyek Sengketa, sehingga

TIDAK ada hak untuk menuntut hal-hal dimaksud, karena TIDAK ada

kepentingan terhadap surat-surat (dokumen) tersebut.

4. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :
- Bahwa, Para Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum gugatannya

telah menyebutkan pihak bernama ARIANI WAHYUNINGSIH yang
notabene sebagai pihak yang juga berkepentingan atau pemilik asal
Obyek Sengketa atas dasar Akta Jual Beli (AJB) Nomor 072/JTN/2008
tanggal 03/06/2008 dari Para Penggugat, yang selanjutnya Obyek
Sengketa dijadikan jaminan hutang pada PT. Bank DANAMON Indonesia
Tbk. Unit DSP Pasar Gemolong Sragen, kemudian macet dan dijual
lelang serta dibeli oleh (almarhum) HARYONO atau Suami Tergugat |
dan/atau Ayah Tergugat II, IlI, VIl dan IX. (vide : Posita angka 5, 11,13,
19 dan/atau Petitum angka 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15).

Dengan demikian ARIANI WAHYUNINGSIH dan juga PT. Bank
DANAMON Indonesia Tbk. Unit DSP Pasar Gemolong Sragen, menurut

hukum semestinya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
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Dengan tidak ditariknya kedua pihak tersebut dalam perkara a quo,
menjadikan gugatan cacat formal, karena kurang pihak.

- Bahwa, pada sisi lain ; Para Penggugat pada Petitum angka 9 minta agar
Tergugat V (Lurah Kestalan) menerbitkan Surat dengan Nomor dan
Tanggal yang sama yaitu No0.594.3/004/V1/2016, tanggal 3/6/2016 (ic.
Surat Keterangan Warisan). Bahwasanya kedudukan surat dimaksud
tidak terbatas pada pengesahan Tergugat V (Lurah Kestalan) saja,
melainkan ada dan perlu pengesahan pejabat lain yaitu Camat
Banjarsari. Sehingga jika Camat Banjarsari tidak dilibatkan dalam
perkara a quo terkait dengan Petitum angka 9 tersebut, maka tidak akan
dapat diterbitkannya surat tersebut TANPA ada pengesahan Camat
Banjarsari. Sehingga gugatan a quo yang tidak menarik CAMAT
BANJARSARI, menjadi gugatan kurang pihak.

- Bahwa, selain itu ; Para Penggugat dalam Petitum angka 12 dan 13 juga
minta agar peralihan SHM Nomor 542 (obyek sengketa) dari Penggugat
Il ke Nyonya ARIANI WAHYUNINGSIH dengan alas hak Akta Jual Beli
No.: 072/JTN/2008 tanggal 03//06/2008 adalah cacat dan batal demi
hukum. Dan untuk hal itu semestinya Pejabat (PPAT) yang membuat
dan/atau menerbitkan Akta Jual Beli tersebut juga harus ditarik sebagai
pihak dalam perkara.

5. EKSEPSI GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL :

Bahwa, ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4.K/Sip//1958, menegaskan : “Bahwa
syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah
adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”.

Bahwa, jika mencermati gugatan Para Penggugat dalam uraian dalil
gugatannya terkait dengan Obyek Sengketa ini ; pada dasarnya Para
Penggugat hanya ada permasalan hukum secara langsung dengan pihak
yang bernama ARIANI WAHYUNINGSIH dan SUKISNO. Oleh karenanya
gugatan a quo yang ditujukan kepada Para Tergugat in casu tidak

memenuhi ketentuan hukum dimaksud.
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6.

EKSEPSI PERKARA YANG SAMA TIDAK DAPAT DIAJUKAN LAGI (NEBIS IN
IDEM):

Bahwa, jika mencermati uraian dalil-dalil Posita dan juga Petitum gugatan a
quo ; MATERI pokoknya TIDAK beda dengan MATERI perkara yang
pernah diajukan Para Penggugat baik di Pengadilan Negeri Surakarta Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang (vide : Putusan Pengadilan Negeri
Surakarta 089/Pdt.G/2012/ PN. Ska. JO. Nomor 155/Pdt/2013/PT. Smg.,
Tanggal 15 Juli 2013), maupun di Pengadilan Negeri Karanganyar (vide :
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 8/Pdt.Plw/2017/PN.Krg.
Tanggal 4 September 2017 dan juga Putusan Pengadilan Negeri
Karanganyar Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.Krg. Tanggal 21 Oktober 2020),
meskipun perkara terdahulu dikemas dalam bentuk perlawanan dan juga
gugatan, namun pada dasarnya ; MATERI pokok dan juga OBYEK
perkaranya adalah SAMA atau TIDAK BEDA dengan perkara a quo yang

juga diajukan oleh Para Penggugat.

6. EKSEPSI SALAH MENENTUKAN PIHAK (ERROR IN PERSONA) :

a. Bahwa, peristiwa hukum yang terjadi atas Obyek Sengketa meliputi Jual
Beli, Hutang Piutang/Akad Kredit hingga terjadi penjualan lelang
terhadap jaminan hutang yaitu Objek Sengketa tersebut, pada
pokoknya tidak melibatkan dan juga tidak ada hubungannya dengan
Tergugat [, IlI, Ill, VIII dan IX. Dengan demikian MENURUT HUKUM
TIDAK ADA ALASAN yang SAH menarik Tergugat 1, II, Ill, VIII dan IX
sebagai PIHAK dalam perkara ini, apalagi untuk membatalkan LELANG
yang telah dilakukan dengan SAH dan menetapkan (almarhum)
HARYONO (vide : Suami Tergugat | ataupun ayah Tergugat II, Ill, VIII
dan IX) sebagai Pemenang/Pembeli Lelang (vide : Risalah Lelang
Nomor : 504/2012 tanggal 14 Juni 2012).

b. Bahwa, tanggung jawab keabsahan Objek Lelang (in casu adalah Objek
Sengketa) dalam proses lelang perkara a quo (Risalah Lelang Nomor :
504/2012 tanggal 14 Juni 2012) bukan tanggung jawab Almarhum
HARYONO (vide : Suami Tergugat | dan Ayah Tergugat II, 1, VIII, IX),
sehingga TIDAK ADA ALASAN YANG SAH menarik Tergugat |, II, 11,
VIIl, IX sebagai PIHAK dalam Perbuatan Melawan Hukum a quo untuk
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membatalkan LELANG vyang SAH dan EKSEKUSI Nomor

21/Pdt.Eks/2016/PN. Krg., adapun yang bertanggung jawab terhadap

keabsahan pelelangan adalah Penjual Lelang (vide : PT. Bank

DANAMON Indonesia Tbk. Unit DSP Pasar Gemolong Sragen)

sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 yang menyebutkan :

1) Penjual atau Pemilik Barang bertanggung Jawab terhadap :

a. Keabsahan kepemilikan barang.

b. Keabsahan dokumen persyaratan lelang.

c. Penyerahan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak; dan
dokumen kepemilikan kepada pembeli.

2) Penjual atau Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan
perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya
peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

3) Penjual Atau Pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti
rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang

dan dokumen persyaratan lelang.

7. EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL) :

a. Bahwa, gugatan Para Penggugat pada Petitum angka 3 minta agar “Para
Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”. Akan
tetapi dalam posita ; terkait dengan Tergugat I, I, 1ll dan VIII serta IX,
TIDAK ada dalil yang secara spesifik menyebutkan pelanggaran hukum
mana yang telah dilakukannya.

Sedangkan tindakan Tergugat I, II, Ill dan VIII serta IX selaku pembeli
atau pemenang lelang Obyek Sengketa yang mengajukan Permohonan
Eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri Karanganyar secara
formal (resmi) sebagaimana dimaksud Perkara Eksekusi Nomor :
21/Pdt.Eks/2016/PN. Krg. tersebut ; adalah perbuatan yang dibenarkan
hukum atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan

merupakan bentuk perlindungan hukum sebagai pemenang atau pembeli
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lelang yang beritikat baik, sebagaimana diamanatkan ketentuan undang-
undang.

. Bahwa, pada pokoknya gugatan Para Penggugat secara implisit adalah
permasalahan hukum Para Penggugat dengan ARIANI
WAHYUNINGSIH dan Sdr. SUKISNO terkait Jual Beli dan/atau
peralihan hak Obyek Sengketa atas dasar Akta Jual Beli (AJB) Nomor
072/JTN/2008 tanggal 03/06/2008 dari Para Penggugat kepada Ariani
Wahyuningsih, yang selanjutnya dijadikan jaminan hutang pada PT.
Bank DANAMON Indonesia Tbk. Unit DSP Pasar Gemolong ragen.
Sedangkan hal tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat
[, 1, Il dan VIl serta IX (ahli waris almarhum Haryono) sebagai
Pemenang dan/atau Pembeli Lelang Obyek Sengketa yang telah
terlaksana berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 504/2012, tanggal 14
Juni 2012. Dan menurut kaidah hukum bahwa Lelang yang telah sah
terlaksana TIDAK DAPAT DIBATALKAN sebagaimana Yurisprudensi
Putusan Perkara Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor : 1068
K/Pdt/2008.

. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor
67.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 Menyatakan : “Petitum tidak sesuai
dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Bahwa antara
Pokok Perkara (Posita) dengan Tuntutan (Petitum) haruslah
berhubungan sehingga apa yang dinyatakan dan dituntut didalam
Tuntutan (Petitum) haruslah berhubungan sehingga apa yang
dinyatakan dan dituntut didalam tuntutan (Petitum) harus sesuai dengan
permohonannya dalam Pokok Perkara (Posita), oleh karena dalam
Gugatan Para Penggugat antara apa yang dinyatakan dan dituntut dalam
tuntutan (Petitum) TIDAK SESUAI dengan permohonannya dalam Pokok
Perkara (Posita) dan Para Pelawan juga kurang lengkap dalam
menguraikan baik POSITA dan PETITUMNYA (PRIMAIR), maka
Gugatan Para Penggugat dinyatakan KABUR ATAU TIDAK JELAS
(Obscuur Libel).
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d. Bahwa, gugatan Para Penggugat telah menggabungkan (Kumulasi)
antara persoalan hukum hutang dengan jaminan dan/atau jual beli dan
juga peralihan hak atas Obyek Sengketa yang terjadi antara Para
Penggugat dengan ARIANI WAHYUNINGSIH serta Sdr. SUKISNO,
dengan proses hukum Risalah Lelang (vide : Pihak PT. Bank Danamon
selaku Pemohon Lelang dengan almarhum Haryono selaku
Pemenang/Pembeli Lelang). Sedangkan diantara peristiwa hukum
tersebut memiliki aspek dan dasar hukum yang berbeda serta terpisah.
Dan ketentuan hukum acara melarang adanya kumulasi gugatan yang
berbeda atau terpisah aspek hukumnya tersebut.

Berdasarkan atas segala uraian Eksepsi diatas, maka Gugatan Para
Penggugat dapat dinyatakan TIDAK BERDASAR HUKUM, oleh karenanya
mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk
menyatakan Gugatan Para Penggugat ini tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa, Tergugat I, II, Ill, VIII dan IX MENOLAK seluruh dalil gugatan Para
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban
ini, dan mohon seluruh uraian yang telah tertuang dalam EKSEPSI
Tergugat I, II, 1ll, VIII dan IX di atas ; secara mutatis mutandis dianggap
terurai, tertuang dan terbaca kembali serta menjadi dasar dalam Pokok
Perkara (Konvensi) ini.

2. Bahwa, Tergugat I, Il, Ill, VIII dan IX tidak mengerti apa yang dideskripsikan
Para Penggugat dalam dalil gugatannya terkait dengan peristiwa atau
hubungan hukum hutang dengan jaminan dan juga Jual Beli Obyek
Sengketa ataupun pemalsuan yang terjadi antara Para Penggugat dengan
pihak ARIANI WAHYUNINGSIH dan/atau Sdr. SUKISNO. Hal ini adalah
persoalan diantara kedua pihak yang tidak ada korelasinya dengan
kepentingan dan/atau juga diluar tanggungjawab Tergugat I, II, 1ll, VIII dan
IX.

3. Bahwa, Lelang terhadap Objek Lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor:
504/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang sekarang menjadi sengketa tersebut ;

dilaksanakan dengan tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
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93/PMK.06/2010, karena waktu terjadi pelaksanaan lelang tanggal 14 Juni
2012, sedang Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2013 dan
peraturan lanjutan lainnya belum berlaku.

Bahwa, Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan :
“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat
atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan
pengumuman Lelang’.

Oleh karenanya almarhum Haryono (Suami Tergugat | dan Ayah Tergugat
I, 1, VIII dan IX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) berhak membeli
barang lelang berupa Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang
melekat di atasnya SHM No. 542 seluas + 194 M2, yang terletak di Desa
Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana
disebutkan dalam Risalah Lelang Nomor 504/2012 tanggal 14 Juni 2012
yang diterbitkan Kantor Lelang KPKNL Surakarta (ic. Tergugat V),
sehingga Tergugat [, II, 1ll, VIII dan 1X sebagai AHLI WARIS almarhum
HARYONO berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan
undang-undang sebagaimana diamanatkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI tanggal 28 Agustus 1976 Reg. No. 821 K/Sip/1974, yang
menyatakan : “Pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan
umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad
baik dan harus dilindungi oleh Undang-Undang’.

Bahwa, pada pokoknya almarhum Haryono (Suami Tergugat | dan Ayah
kandung Tergugat Il, Ill, VIII dan IX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi)
sebagai Pemenang dan Pembeli Lelang tidak pernah melakukan
pelanggaran hukum, tidak merugikan negara maupun orang lain dan telah
menjalankan prosedur hukum yang berlaku dalam proses pelaksanaan
lelang, sehingga karenanya dapat dinyatakan sebagai Pembeli yang SAH
dan BERITIKAT BAIK, oleh karenanya berhak mendapatkan perlindungan

hukum berdasarkan Undang-Undang sebagaimana Yurisprudensi
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Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976 Reg. No. 821.K/Sip/1974
dan No. 1230 K/Sip/1980.

Bahwa, almarhum Haryono (Suami Tergugat | dan Ayah Kandung Tergugat
I, 1, VIII dan IX Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) telah menjalani
proses lelang sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang
dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 504/2012 tanggal 14 Juni 2012
yang diterbitkan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang (KPKNL) Surakarta (ic. Tergugat IV), sehingga seluruh proses dan
hak-hak atas Obyek Sengketa sebagai milik Tergugat I, II, 1ll, VIII dan IX
yang diperoleh atas dasar Lelang tersebut dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan hukum.

Bahwa, almarhum Haryono (Suami Tergugat | dan Ayah Tergugat Il, III, VI
dan IX) sebagai Pemenang/Pembeli Lelang diatur dan dilindungi oleh
hukum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 41/PMK.07/2006 Jo. 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang
Kelas 1 (Satu). Oleh karena itu almarhum Haryono (Suami Tergugat | dan
Ayah Tergugat IlI, lll, VIII dan IX) sebagai Pemenang dan Pembeli Lelang
telah BENAR menurut prosedur hukum serta telah dipenuhi seluruh hak-
haknya berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa, Proses Peralihan Hak Objek Sengketa (Objek Lelang) menjadi atas
nama almarhum HARYONO tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Paragraf 2 Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang
‘Pendaftaran Tanah” berhubungan Tentang Pemindahan Hak Dengan
Lelang dan berdasarkan Pasal 6 Pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang kini telah dibalik nama ke atas
nama PARA AHLI WARIS (Tergugat I, 11, 1ll, VIII dan IX) yang juga telah
sesuai prosedur hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa, terlepas dari dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana Gugatan

perkara a quo ; almarhum HARYONO (Suami Tergugat | dan Ayah
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Tergugat II, Ill, VIII dan IX) adalah Pembeli dan/atau Pemenang Objek

Lelang (vide: Objek Sengketa) yang beritikad baik, sehingga Lelang yang

telah terlaksana TIDAK DAPAT DIBATALKAN, sebagaimana ketentuan

Yurisprudensi Putusan Perkara Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor :

1068 K/Pdt/2008, dengan kesimpulan bahwa :

- pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan.

- pembeli lelang terhadap Objek Sengketa berdasarkan Berita Acara
Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan
oleh karena itu harus dilindungi.

- apabila di kemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan
putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang
berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak
bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang, yang dapat
dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas objek sengketa dari
permohonan lelang.

(Putusan ini bersumber dari Laporan Tahunan 2010 Mahkamah Agung,

Jakarta, Februari 2011 serta bersumber dari Rakernas 2011 Mahkamah

Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia berjudul KAIDAH HUKUM

Kasus-Kasus Menarik Perhatian, Jakarta, 18-22 September 2011).

Dengan demikian oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan telah memiliki

kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal

14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan diatur

secara tegas :

a. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan
menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
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10.

11

c. Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti sepanjang mengenai hak atas tanah.

Bahwa, Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (riil) terhadap Objek Lelang

yang beralaskan Risalah Lelang yang berhubungan dengan Hak

Tanggungan sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Yang Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Pengosongannya berlaku SEMA Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang

Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

menyatakan : “Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri

melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek
lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua

Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan”. Oleh karenanya Eksekusi

Pengosongan terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud BERITA

ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN Nomor

21/Pdt.Eks/2016/PN. Krg., Tanggal 22 Januari 2026 adalah SAH dan

BERDASAR HUKUM, serta BERKEKUATAN HUKUM dan MENGIKAT.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat lainnya yang secara

eksplisit belum atau tidak ditanggapi dalam jawaban diatas, tidak perlu

ditanggapi, namun bukan berarti Tergugat |, I, 1ll, VIII dan IX mengakui
atupun membenarkan, akan tetapi dalil-dalii gugatan a quo tersebut
cenderung tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak beralasan
hukum, sehingga Tergugat |, II, 1ll, VIIl dan IX pada pokoknya MENOLAK
serta MENYANGGAH secara keseluruhan, serta mohon secara implisit
dianggap dibantah dengan dalil-dalil jawaban Eksepsi dan Pokok Perkara

diatas.

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK) :

1.

Bahwa, mohon segala sesuatu yang tertulis, terurai, termuat, serta tertuang
pada dalil-dalil Jawaban Dalam Eksepsi dan/atau Dalam Pokok Perkara

(Dalam Konvensi) tersebut di atas ; secara mutatis mutandis mohon dapat
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dianggap telah tertulis, terurai, termuat, tertuang dan terbaca kembali, serta
menjadikan dasar pula di dalam dalil-dalil DALAM REKONVENSI ini.
Bahwa, almarhum Haryono semasa hidupnya pernah menikah dengan Sri
Hartati (ic. Penggugat | Rekonvensi/Tergugat | Konvensi), dan dikarunai 4
(empat) orang anak, yaitu bernama :
a. Meynar Intan Hapsari (Penggugat Il Rekonvensi/Tergugat 1l Konvensi).
b. Tiffany Kusuma Augusta (Penggugat Il Rekonvensi/Tergugat Il
Konvensi).
c. Novita Santa Erika (Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi).
d. Mutiara Dian Agustina (Penggugat V Rekonvensi/Tergugat IX
Konvensi).
Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2013 almarhum Haryono meninggal dunia
dan meninggalkan ahli waris diantaranya Penggugat I, Il, Illl, IV dan V
Rekonvensi (Para Penggugat Rekonvensi) sebagaimana SURAT
KETERANGAN WARISAN Nomor : 594.3/004/VI1/2016 tanggal 03-06-2016
yang dikeluarkan oleh Lurah Kestalan (Tergugat V Konvensi) dikuatkan
oleh Camat Banjarsari dan Pemerintahan Kota Surakarta, maka Penggugat
[, II, 1, IV dan V Rekonvensi (Para Penggugat Rekonvensi) berhak atas
harta warisan dan peninggalan Almarhum Haryono, oleh karena itu Mohon
Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus
Perkara a quo untuk “MENYATAKAN SAH MENURUT HUKUM Penggugat
[, 1l, I, IV dan V Rekonvensi (Para Penggugat Rekonvensi) adalah AHLI
WARIS dari almarhum HARYONO, dan karenanya BERHAK ATAS
WARISAN DAN SELURUH PENINGGALANNYA.
Bahwa, almarhum Haryono (Suami Penggugat | Rekonvensi dan Ayah
Kandung Penggugat I, Ill, IV dan V Rekonvensi) dengan niat baik telah
MEMBELI Objek Lelang (Objek Sengketa) yaitu Sebidang Tanah dan
Bangunan berikut segala sesuatu yang melekat dan berdiri di atasnya,
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 542, yang berdasarkan Surat Ukur
Nomor : 01380/2008 tanggal 09-09-2008 seluas + 194 M? terletak di
Desa/Kelurahan Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar,

dengan batas-batas:
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Sebelah Utara » Jalan.

Sebelah Timur : Saluran.
Sebelah Selatan  : Tanah Milik Siti Khasanah.
Sebelah Barat : Jalan (mohon disebut sebagai Objek Sengketa).

melalui Lembaga Lelang yang SAH Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Surakarta (ic. Tergugat IV Konvensi) berdasarkan
Risalah Lelang Nomor : 504/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang diterbitkan

Pejabat Lelang KPKNL Surakarta Surakarta (ic. Tergugat IV Konvensi),

oleh karenanya Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus perkara a quo ini untuk :

a. Menyatakan Menurut Hukum Proses Pendaftaran dan Pelaksanaan

Lelang oleh Tergugat IV Konvensi (Kantor KPKNL Surakarta) terhadap
Objek Lelang Sebidang Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu
yang melekat dan berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
542, yang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01380/2008 tanggal 09-09-
2008 seluas = 194 M?, terletak di Desa/Kelurahan Brujul, Kecamatan
Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas tersebut di atas
(vide: Objek Sengketa) berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 504/2012
tanggal 14 Juni 2012 adalah SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM.

. MENYATAKAN MENURUT HUKUM Risalah Lelang Nomor : 504/2012

tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kantor KPKNL
Surakarta (ic. Tergugat IV Konvensi) yang mencatat almarhum
HARYONO (Suami Penggugat | Rekonvensi dan Ayah Penggugat I, 11,
IV dan V) sebagai PEMBELI adalah SAH, BERKEKUATAN HUKUM,
TETAP BERLAKU DAN MENGIKAT.

MENYATAKAN MENURUT HUKUM almarhum HARYONO (Suami
Penggugat | Rekonvensi dan Ayah Penggugat II, lll, IV dan V
Rekonvensi) adalah PEMBELI BERITIKAD BAIK terhadap Objek Lelang
(Objek Sengketa) Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang
melekat di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 542, Surat Ukur
Nomor : 01380/2008 tanggal 09-09-2008, seluas + 194 M2 terletak di

Desa/Kelurahan Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar,
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dengan batas-batas tersebut di atas (vide : Objek Sengketa), sehingga
berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang
(vide: Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1230 K/SIP/1980).

5. Bahwa, almarhum Haryono meninggal dunia selain meninggalkan Ahli
Waris yaitu : Para Penggugat Rekonvensi, juga meninggalkan Harta
Warisan yaitu : Objek Sengketa. Dengan demikian Para Penggugat
Rekonvensi berhak mewaris atas Harta Warisan yang berupa Objek
Sengketa tersebut.

6. Bahwa, pada Tahun 2014 ; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 542, yang
berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01380/2008 tanggal 09-09-2008 seluas *
194 M2, terletak di Desa/Kelurahan Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar (ic. Objek Sengketa) telah diturun waris dan dibalik nama
menjadi atas nama Para Penggugat Rekonvensi sebagai PARA AHLI
WARIS sah, oleh karenanya Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim
Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk : MENYATAKAN SAH
MENURUT HUKUM Penggugat |, I, Ill, IV DAN V Rekonvensi (Para
Penggugat Rekonvensi) adalah PEMILIK YANG SAH DAN YANG
BERHAK atas Sebidang Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang
melekat dan berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 542, yang
berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01380/2008 tanggal 09-09-2008 seluas +
194 M2, bidang tanahnya terletak di Desa/Kelurahan Brujul, Kecamatan
Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas tersebut diatas (vide:
Dalam Rekonvensi Nomor : 4 atau Objek Sengketa).

7. Bahwa, oleh karena almarhum HARYONO sebagai Pemenang dan/atau
Pembeli Obyek Sengketa atas dasar LELANG yang SAH, dan kemudian
Obyek Sengketa dibalik nama menjadi atas nama Para Penggugat
Rekonvensi karena warisan, maka pelaksanaan Eksekusi Pengosongan
terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud BERITA ACARA
PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN Nomor
21/Pdt.Eks/2016/PN. Krg., Tanggal 22 Januari 2026 adalah Sah dan
Berdasar Hukum, serta Berkekuatan Hukum dan Mengikat. Oleh karena itu

Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan
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Memutus Perkara ini untuk : MENYATAKAN SAH MENURUT HUKUM
Eksekusi Pengosongan terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud
BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN Nomor
21/Pdt.Eks/2016/ PN. Krg., Tanggal 22 Januari 2026 adalah SAH dan
BERDASAR HUKUM, serta BERKEKUATAN HUKUM dan MENGIKAT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon Yang Terhormat Majelis

Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini supaya memberikan putusan

hukum sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1.

2.

Menerima Eksepsi Tergugat I, 11, 1ll, VIl dan IX seluruhnya;

Menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA,

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1.

3

Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I, II, 1ll, VIII dan IX
seluruhnya;

Menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA, atau
setidak-tidaknya Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK) :

1.

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi ‘dari Para Penggugat
Rekonvensi seluruhnya,;

Menyatakan Menurut Hukum Para Penggugat I, 11, Ill, IV dan V Rekonvensi
(Para Penggugat Rekonvensi) adalah AHLI WARIS SAH dari almarhum
HARYONO, dan karenanya Berhak Mewaris Atas Warisan dan Seluruh
Peninggalannya;

Menyatakan Menurut Hukum Proses Pendaftaran dan Pelaksanaan Lelang
oleh Kantor KPKNL Surakarta (semula Tergugat IV Konvensi) terhadap
Objek Lelang Sebidang Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang
melekat dan berdiri diatasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 542,
yang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01380/2008 tanggal 09-09-2008

seluas = 194 M2 terletak di Desa/Kelurahan Brujul, Kecamatan
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Jaten,Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas tersebut di atas (vide :
Dalam Rekonvensi Nomor : 4 atau Objek Sengketa) berdasarkan Risalah
Lelang Nomor : 504/2012 tanggal 14 Juni 2012 adalah SAH dan
BERKEKUATAN HUKUM;

Menyatakan Menurut Hukum Risalah Lelang Nomor : 504/2012 tanggal 14
Juni 2012 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kantor KPKNL Surakarta (ic.
Tergugat IV Konvensi) yang mencatat HARYONO (almarhum) sebagai
PEMBELI adalah SAH, BERKEKUATAN HUKUM, TETAP BERLAKU dan
MENGIKAT;

Menyatakan Menurut Hukum almarhum HARYONO (Suami Penggugat |
Rekonvensi dan Ayah Penggugat II, lll, IV dan V Rekonvensi) adalah
PEMBELI YANG SAH DAN BERITIKAD BAIK terhadap Objek Lelang
(Objek Sengketa) Sebidang Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu
yang melekat dan berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 542,
yang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01380/2008 tanggal 09-09-2008
seluas + 194 M2, terletak di Desa/Kelurahan Brujul, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas tersebut diatas (vide : Dalam
Rekonvensi Nomor : 4 atau Objek Sengketa), sehingga berhak
mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang;
Menyatakan Sah Menurut Hukum Penggugat I, II, lll, IV dan V Rekonvensi
(Para Penggugat Rekonvensi) adalah PEMILIK YANG SAH DAN YANG
BERHAK atas Sebidang Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang
melekat dan berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 542, yang
berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01380/2008 tanggal 09-09-2008 seluas *
194 M2, terletak di Desa/Kelurahan Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar, dengan batas-batas tersebut di atas (vide : Dalam
Rekonvensi Nomor : 4 atau Objek Sengketa);

Menyatakan Menurut Hukum Eksekusi Pengosongan terhadap Obyek
Sengketa sebagaimana dimaksud BERITA ACARA PELAKSANAAN
EKSEKUSI PENGOSONGAN Nomor : 21/Pdt.Eks/2016/PN. Krg., Tanggal
22 Januari 2026 adalah SAH dan BERDASAR HUKUM, serta
BERKEKUATAN HUKUM dan MENGIKAT,;
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SUBSIDAIR
Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara

ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku
JAWABAN TERGUGAT IV :
. PENDAHULUAN

1.

Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali
terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat IV
tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang
tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat. Namun demikian
hal itu bukan berarti Tergugat IV membenarkan dalil-dalil Penggugat
tersebut.

Bahwa Tergugat IV tegaskan, objek sengketa dalam gugatan a quo

adalah keberatan atas pelaksanaan eksekusi atas SHM Nomor 542 di

Desa Brujul, Karanganyar, mengandung cacat formil dimana atas

sertifikatnya semula atas nama Nikmah kemudian berubah menjadi

Ariani Wahyuningsih tanpa sepengetahuan Para Penggugat, serta dalam

pelaksanaan lelangnya mengandung ketidaksesuaian data fisik dan

yuridis. Meskipun terdapat indikasi sengketa dan ketidaksesuaian
dokumen, KPKNL tetap melaksanakan lelang hingga terbit dua risalah
lelang dengan nomor dan tanggal yang sama, namun isinya berbeda.

Atas hal tersebut, Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan

immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp 1.100.000.000,- (Satu

Miliar Seratus Juta Rupiah).

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV

jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena:

a. Sdr. Sukisno (Debitur) terbukti telah melakukan cidera janji terhadap
Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan.

b. Proses lelang objek perkara a quo telah dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas objek gugatan a
quo telah laku terjual kepada Sdr. Haryono berdasarkan Risalah
Lelang Nomor 504/2012 tanggal 14 Juni 2012.
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c. Terhadap adanya 2 risalah lelang dengan nomor dan tanggal yang
sama namun isinya berbeda, telah ada perbaikan redaksional yang
tertuang dalam BERITA ACARA PEMBETULAN KESALAHAN
REDAKSIONAL RISALAH LELANG NOMOR BA-01 /KNL.0902/2022
tanggal 10 Desember 2022.

4. Bahwa guna membantah dalil-dalil Para Penggugat, maka Tergugat IV
akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban
di bawah ini.

II. DALAM EKSPESI
A. Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa dalam posita gugatannya halaman 6 s.d. 7, Para
Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat dugaan
adanya tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Sdr. Sukisno
yang mengakibatkan SHM Nomor : 542 yang semula atas nama
Nikmah yaitu Pemberi Kuasa (Termohon Eksekusi) menjadi atas
nama Ariani Wahyuningsih (istri Sukisno) yang saat ini dalam
proses Penyelidikan perkara pidana di Polres Karanganyar.

2. Bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan merupakan ranah hukum
pidana dan memerlukan pembuktian melalui proses peradilan
pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah prematur karena diajukan
sebelum adanya kepastian hukum atas dalil pokok yang mereka
ajukan sendiri, yaitu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan
tanda tangan terhadap sertifikat yang menjadi dasar hubungan
hukum dalam perkara a quo.

4. Bahwa dugaan adanya pemalsuan tanda tangan tidak dapat
serta-merta dijadikan dasar untuk membatalkan suatu tindakan
hukum dalam ranah perdata, termasuk pelaksanaan lelang, tanpa
terlebih dahulu dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui
putusan pengadilan pidana. Hal ini karena:

- Dugaan pemalsuan merupakan peristiva pidana yang

memerlukan pembuktian khusus;
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- Penentuan benar atau tidaknya suatu tanda tangan palsu
bukan merupakan kewenangan absolut peradilan perdata,
melainkan kewenangan peradilan pidana;

- Tanpa adanya putusan pidana yang menyatakan adanya
pemalsuan, maka dalil Para Penggugat masih bersifat asumtif
dan belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

5. Bahwa dengan demikian, sebelum terdapat putusan pengadilan
pidana yang menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa
benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan, maka tidak terdapat
dasar hukum yang kuat untuk menyatakan cacatnya dokumen
yang menjadi dasar pelaksanaan lelang.

6. Bahwa konsekuensinya, gugatan perdata yang diajukan oleh Para
Penggugat menjadi terlalu dini (prematur) karena masih
bergantung pada pembuktian terlebih dahulu atas peristiwa
pidana yang mereka dalilkan sendiri. Oleh karena itu sudah
sepatutnya dalil/alasan ara Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim
perkara a quo.

B. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil/alasan Para
Penggugat dalam posita gugatannya angka 7 huruf j halaman 8 s.d. 9
dan angka 10 s.d. 11 halaman 10 yang pada pokoknya Para
Penggugat mempermasalahkan tindakan pelaksanaan lelang
eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh KPKNL, termasuk
keberatan terhadap

2. risalah lelang serta akibat hukum dari pelaksanaan lelang tersebut.

3. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar
hukum sama sekali karena nyata-nyata objek yang disengketakan
bukanlah hubungan keperdataan murni antar subjek hukum,
melainkan menyangkut tindakan pejabat pemerintahan dalam
menjalankan kewenangan publiknya yang melaksanakan lelang.

4. Bahwa Tergugat IV dalam melaksanakan lelang bertindak sebagai

pejabat lelang yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang
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pengelolaan kekayaan negara dan lelang, sehingga tindakan tersebut
merupakan tindakan administrasi pemerintahan (bestuurshandeling).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang (PMK Lelang), Risalah Lelang adalah berita acara
pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang selaku Pejabat
Umum, yang merupakan akta autentik.

6. Bahwa oleh karena Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final,
maka sengketa mengenai keabsahan penerbitannya merupakan
wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan
wewenang Pengadilan Negeri.

7. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak berwenang secara
absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga
gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard / NO).

C. Eksespi Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 6 angka 5 poin b dan halaman 8
angka 11 poin k, Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa
akar permasalahan bermula dari adanya "dugaan tindak pidana
tanda tangan palsu”yang dilakukan oleh Sdr. Sukisno dalam
peralihan hak milik SHM 542 dari Nikmah ke Ariani Wahyuningsih
(istri Sdr. Sukisno) sebelum lelang terjadi.

2. Bahwa meskipun Para Penggugat mendalilkan perbuatan Sdr.
Sukisno sebagai penyebab utama kerugian, namun Sdr. Sukisno
tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo.

3. Bahwa selain itu, Para Penggugat dalam posita gugatannya pada
halaman 10 s.d. 12 mendalilkan adanya tindakan roya SHM, proses
administrasi pertanahan, serta riwayat peralihan hak atas objek
sengketa;

4. Bahwa secara hukum, roya atas objek yang dibebani Hak

Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelunasan
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hutang atau berdasarkan persetujuan kreditur (bank) sebagai
pemegang Hak Tanggungan;

5. Bahwa dengan demikian, keabsahan roya tidak dapat dinilai tanpa
melibatkan bank, karena bank merupakan pihak yang memiliki
kepentingan hukum langsung terkait hapusnya Hak Tanggungan dan
status pelunasan kredit;

6. Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. Suksino dan Bank sebagai pihak
dalam perkara a quo, maka menjadikan gugatan menjadi kurang
pihak dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan secara
sempurna;

7. Bahwa Dberdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 1125 K/Pdt/1984,
gugatan yang tidak menarik pihak yang terlibat langsung dalam
rangkaian peristiwva hukum menyebabkan gugatan menjadi kurang
pihak (plurium litis consortium) dan harus dinyatakan tidak dapat

diterima.

[I.DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah

termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV menolak seluruh
dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa.yang diakui secara

tegas kebenarannya.

2. Bahwa alasan Para Penggugat dalam gugatannya khususnya kepada
Tergugat IV adalah keberatan atas keberatan atas pelaksanaan eksekusi
atas SHM Nomor 542 di Desa Brujul, Karanganyar, mengandung cacat
formil dimana atas sertifikatnya semula atas nama Nikmah kemudian
berubah menjadi Ariani Wahyuningsih tanpa sepengetahuan Para
Penggugat, serta dalam pelaksanaan lelangnya mengandung
ketidaksesuaian data fisik dan vyuridis. Meskipun terdapat indikasi
sengketa dan ketidaksesuaian dokumen, KPKNL tetap melaksanakan
lelang hingga terbit dua risalah lelang dengan nomor dan tanggal yang

sama, namun isinya berbeda.
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. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru,
mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga patut
ditolak.

. Bahwa Tergugat \Y, merupakan perantara pelaksanaan
Lelang/penyelenggaraan Lelang atas permohonan Penjual in casu PT
Bank Danamon Tbk, dan Tergugat IV tidak boleh menolak permohonan
Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan
Lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek
Lelang (vide Pasal 12 PMK Lelang).

. Bahwa setelah menerima permohonan Lelang dari Penjual in casu PT.
Bank Danamon, Tergugat IV melakukan penelitian terhadap
kelengkapan dan/atau kesesuaian dokumen persyaratan Lelang dan

legalitas formal subjek dan objek Lelang.

. Bahwa Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan jika dokumen
persyaratan Lelang dan legalitas formal subjek dan objek Lelang tidak

lengkap dan/atau tidak sesuai.

. Bahwa penjual bertanggung jawab terhadap antara lain keabsahan
kepemilikan dan/atau kewenangan menjual barang, keabsahan dokumen
persyaratan Lelang, gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta
pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-
undangan oleh Penjual, tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya
termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung
jawab sebagaimana diatur dalam PMK Lelang (vide Pasal 16 PMK

Lelang).

. Bahwa dapat Tergugat IV sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan
Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum

sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan;
b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
c. Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si

pelaku;
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d. Adanya kerugian bagi korban;
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

9. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan unsur yang bersifat
kumulatif, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat

dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

10.Bahwa dapat Tergugat IV sampaikan bahwa persangkaan perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) harus memenuhi unsur-unsur
Pasal 1365 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), namun ternyata di dalam
gugatan a quo, Penggugat tidak mampu merumuskan dan menjelaskan
tindakan seperti apa dan bagaimana yang telah dilakukan Tergugat IV
sehingga disangkakan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan
demikian jelas dalil/lalasan Para Penggugat tersebut hanya merupakan
asumsi dan persangkaan Penggugat semata tanpa didasari atas fakta

hukum.

11.Bahwa dapat Tergugat IV tegaskan kembali bahwa pelelangan objek
sengketa berdasarkan surat permohonan dari PT Bank Danamon selaku
Kreditur Surat Permohonan Lelang Ulang Nomor: 1896/RCH
SOLO/05/12 tanggal 31 Mei 2012 yang telah dilaksanakan lelangnya
pada tanggal 14 Juni 2012.

12.Bahwa unsur “perbuatan tersebut melawan hukum”/perbuatan yang tidak
dibenarkan hukum tidak terpenuhi, mengingat sesuai uraian di atas,
membuktikan bahwa Tergugat IV sebelum melaksanakan lelang
terhadap objek sengketa telah dilakukan penelitian atas permohonan
beserta dokumen persyaratan Lelang dan legalitas formal subjek dan
objek Lelang yang diajukan penjual in casu PT Bank Danamon, hal ini
menunjukkan Tergugat IV telah melakukan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

A. Tergugat IV Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Prosedur
Lelang Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
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1. Bahwa dapat Tergugat IV sampaikan, lelang atas objek perkara a quo
telah dilaksanakan oleh Tergugat IV dengan berpedoman pada
ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang
Lelang (Vendu Reglement), Staatsblad 1908:18 sebagaimana telah
diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu
Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan
Staatsblad 1930:85 jo. PMK Lelang, yang pada ketentuan Pasal 3 huruf
e menyebutkan bahwa salah satu jenis lelang adalah Lelang Eksekusi
Pasal 6 UUHT, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat
IV telah didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa lelang dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Undang Undang Hak Tanggungan jo. Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan yang dengan tegas dinyatakan bahwa Kreditor Hak
Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie.

Pasal 20 ayat 1 UU HT
“(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut
tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”
Pasal 6 UU HT
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

3. Bahwa proses dan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh
Tergugat IV adalah merupakan lelang eksekusi hak tanggungan yang
dilakukan berdasarkan permohonan dari Saudara Florentinus Teguh
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Yudo Laksono dan Saudara Wibowo Heru Setiyawan yang masing-
masing selaku Regional Recovery Head dan Asset Liqudation Unit
Manager PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jl. Jend.
Sudirman No. 5 lantai 4 Surakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang
Ulang Nomor: 1896/RCH SOLO/05/12 tanggal 31 Mei 2012, yang dalam
hal ini berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 001/PKDSP.GML/0409
tanggal 14 April 2009, beserta perubahan-perubahannya. Sertifikat Hak
Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 2522/2009 tanggal 24
September 2009 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/HT/2009
tanggal 4 September 2009., dengan penjelasan sebagai berikut

a. Bahwa Sdr. Sukisno adalah debitur dari PT. Bank Danamon Thbk.

b. Bahwa dalam perjanjian kredit dimaksud, guna menjamin pelunasan
utang Penggugat selaku debitur dibebankan hak tanggungan pada
barang berupa objek sengketa dalam perkara a quo yang tertuang
dalam 40/HT/2009 tanggal 4 September 2009.

c. Bahwa dalam APHT tersebut, telah diperjanjikan bahwa apabila Sdri.
Ariani Wahyuningsih selaku debitur cidera janji, maka pemegang hak
tanggungan pertama dapat menjual sendiri melalui pelelangan
umum terhadap objek hak tanggungan tanpa persetujuan terlebih
dahulu dari Penggugat, serta mengambil pelunasan piutangnya dari
hasil penjualan tersebut.

d. Bahwa guna menindaklanjuti APHT dimaksud, jaminan tersebut
telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan SHT yang diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang berkepala “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’
Nomor 2522/2009 tanggal 24 September 2009 sebagai hak
tanggungan peringkat pertama yang mempunyai kekuatan

eksekutorial.
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e. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Sdr. Sukisno tidak juga
melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya tersebut
sebagaimana yang telah diperjanjikan.

f. Bahwa oleh karena itu, PT Bank Danamon selaku kreditur kemudian
mengirimkan surat peringatan kepada Sdr. Suksino selaku debitur
agar segera melunasi utangnya, yaitu Surat Peringatan Pertama
Nomor: B.0013- DSP.2719/0411 tanggal 13 April 2011, Surat
Peringatan Kedua Nomor : B.0019- DSP.2719/0411 tanggal 19 April
2011 dan Surat Peringatan Ketiga Nomor: 001/SPIII-2719/0511
tanggal 05 Mei 2011.

g. Bahwa meskipun telah diberikan peringatan berulangkali secara
patut oleh PT bank Danamon namun Sdr. Suksino selaku debitur
ternyata tetap tidak juga melunasi kreditnya dimaksud

h. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang diberikan
dalam Pasal 6 UUHT serta untuk melaksanakan klausul dalam
APHT Nomor 40/HT/2009 tanggal 4 September 2009, yakni:

“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,

berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak

Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat

pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima

kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih
dahulu dari Pihak Pertama:

a) menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang
objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-
sebagian.

b) mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syarat-
syarat penjualan.

Cc) menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan
kuitansi.

d) menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang

bersangkutan.
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e) mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau
sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas, dan

f) melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan
peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut
pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka
melaksanakan kuasa tersebut.”;

maka PT Bank Danamon kemudian mengajukan permohonan lelang

atas objek perkara a quo kepada Tergugat IV.

Bahwa Tergugat IVmenyelenggarakan lelang berdasarkan

permohonan Penjual in casu PT Bank Danamon, sebagaimana

diatur dalam Pasal 32 PMK Lelang.

Bahwa dalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat 1V,

PT. Bank Danamon Tbk diwajibkan untuk melengkapi dokumen-

dokumen persyaratan lelang yang salah satunya vyaitu surat

peringatan/teguran dan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang

kepada debitur dan dokumen-dokumen tersebut telah dipenuhi oleh

PT Bank Danamon Tbk selaku penjual dalam pelelangan a quo.

. Bahwa PT Bank Danamon kemudian menyampaikan kepada

Tergugat IV mengenai limit harga lelang atas objek perkara a quo.

Bahwa untuk sahnya pelelangan, Tergugat | juga telah melengkapi

dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Kabupaten

Karanganyar omor: 19/2012 tanggal 20 Maret 2012.

. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi a quo,

Tergugat IV kemudian melakukan analisis kebenaran berkas secara

formal dan kelengkapan secara administratif terhadap dokumen-

dokumen persyaratan lelang berupa:

1) salinan/fotokopi perjanjian kredit;

2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan;

3) salinan/fotokopi perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;

4) salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi;

5) salinan/fotokopi surat pernyataan dari kreditur; dan
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6) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana lelang kepada
debitur
. Bahwa mengingat dokumen-dokumen permohonan telah lengkap
secara administratif dan benar secara formal, oleh karenanya telah
memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dan sesuai Pasal 25
PMK Lelang dengan tegas diatur bahwa:
‘Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai
Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan
kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap
dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”
. Bahwa guna menindaklanjuti permohonan lelang dari Pt Bank
Danamon tersebut yang telah lengkap administrasi dan formilnya,
maka Tergugat IV kemudian menerbitkan Surat Penetapan Hari dan
Tanggal Lelang Ulang Nomor S-147/WKN.09/KNL.02/2012 tanggal 1
Juni 2012.
. Bahwa PT Bank Danamon selaku penjual juga telah
memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Sdr. Sukisno selaku
debitur pada tanggal 7 Juni 2012.
. Bahwa guna memenuhi asas publisitas, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 63 ayat (1) PMK Lelang, pengumuman lelang
dilakukan 2 (dua) kali oleh PT Bank Danamon selaku penjual melalui
Surat Kabar Radar Solo tanggal 07 Juni 2012 dengan menunjuk
Pengumuman Kedua tanggal 15 Mei 2012 dan 22 Mei 2012.
Bahwa dapat Terlawan IV tambahkan bahwa dalam lelang objek
jaminan utang Penggugat (objek sengketa) telah laku terjual kepada
Sdr. Haryono dan telah tertuang dalam Risalah Lelang Nomor
504/2012 tanggal 14 Juni 2012 sebagai akta otentik yang sah
menurut hukum (dimana telah ada perbaikan redaksional yang
tertuang dalam BERITA ACARA PEMBETULAN KESALAHAN
REDAKSIONAL RISALAH LELANG NOMOR BA-01 /KNL.0902/2022
tanggal 10 Desember 2022).
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4. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Tergugat IV dalam melaksanakan
proses dan pelaksanaan pelelangan terhadap objek sengketa telah
sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berkas permohonan lelang dimaksud juga telah
dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sehingga
secara administratif formil sudah lengkap dan telah memenuhi
persyaratan formal untuk dilanjutkan proses pelelangannya. Oleh
karena itu, apa yang dilakukan oleh Tergugat IV terkait pelaksanaan
lelang terhadap objek sengketa sudah sesuai dengan hukum yang
berlaku, sehingga pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas
permohonan dari PT bank Danamon dan tercatat dalam Risalah Lelang
Nomor 504/2012 tanggal 14 Juni 2012 adalah sah secara hukum dan
telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

5. Bahwa mengingat pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad
1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Staatsblad 1941:3) dan PMK Lelang, lelang tersebut adalah sah secara
hukum.

6. Bahwa selain itu, Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat IV
merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna serta memuat semua peristiwa yang terjadi dalam prosesi
penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 32 PMK Lelang.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik
adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan (wettenlijke form), dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum
yang berkuasa untuk itu (openbare ambtenaren) di tempat akta tersebut
dibuat.
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8. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, risalah lelang merupakan akta
otentik karena memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1868
KUHPerdata dimaksud, yakni:

a. Bentuk risalah lelang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan (vide Pasal 37, 38, dan 39 Vendu Reglement);

b. Risalah lelang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang
berwenang (pejabat lelang) (vide Pasal la jo. Pasal 35 Vendu
Reglement); dan

c. Risalah lelang dibuat di wilayah kerja pejabat umum yang
bersangkutan, yang dalam hal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan
(vide Pasal 3 Vendu Reglement).

9. Bahwa dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
1870 KUHPerdata, risalah lelang memiliki kekuatan pembuktian yang
material dan merupakan alat bukti yang sah serta sempurna bagi para
pihak.

10.Bahwa terhadap dalil posita dan petitum Penggugat yang menyatakan
TergugatlV telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat
Tergugat IV tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-

unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
1) Adanya suatu perbuatan;
2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
3) Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si
pelaku;
4) Adanya kerugian bagi korban;
5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

b. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan unsur yang bersifat
kumulatif, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak

dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Bahwa unsur “perbuatan tersebut melawan hukum” tidak terpenuhi,

mengingat sesuai uraian jawaban sebelumnya, membuktikan
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bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa telah sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini melaksanakan jual secara lelang
terhadap objek lelang a quo atas permohonan dari PT Bank
Danamon adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan

fungsinya sebagaimana diatur dalam PMK Lelang.

e. Bahwa sebaliknya, dalil-dalii Para Penggugat dalam gugatannya
tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menguraikan unsur-
unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau aturan

hukum yang dilanggar oleh Tergugat IV.

f. Berdasarkan hal-hal dimaksud, membuktikan bahwa dalil
Penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan
perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan

tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan seluruh tindakan
dan proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat 1V telah benar
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga lelang mengikat, sah dan tidak dapat dibatalkan

serta Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

11.Bahwa oleh karena proses pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan lelang
telah sah secara hukum, sehingga tidak dapat dibatalkan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 PMK Nomor 93/PMK.06/2010.
Pasal 3 PMK Lelang
Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
tidak dapat dibatalkan

12.Bahwa oleh karena proses pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat II
menolak dengan tegas permintaan Para Pelawan dalam posita maupun

petitumnya yang menggap telah melakukan perbuatan melawan hukum
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karena telahg menerbitkan 2 grosse risalelang drngan nomor dan

tanggal yang sama namun telah diperbaiki.

B. Tergugat IV Tidak Menerbitkan Dua Risalah Lelang Nomor 504/2012
tanggal 14 Juni 2012

1.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 17 s.d. 18 yang
pada pokoknya mendalilkan terdapat 2 Risalah Lelang dengan nomor
dan tanggal yang sama namun isinya berbeda
Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak
berdasarkan hukum sama sekali karena berdasarkan BERITA ACARA
PEMBETULAN KESALAHAN REDAKSIONAL RISALAH LELANG
NOMOR BA-01 /KNL.0902/2022 tanggal 10 Desember 2022, terhadap
redaksional Risalah Lelang No. 504/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang
dibuat Sdr. Agus Dwi Martono, S.E., M.M., selaku Pejabat Lelang Kelas
l, telah dilakukan pembetulan redaksional yaitu
- Pada halaman pertama baris kelima Tertulis sebidang tanah darat
berupa pekarangan sesuai sertifikat Hak Milik No. 542 seluas 194 m?
yang terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atas nama Ariani Wahyuningsih,
seharusnya sebidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik
No. 542 seluas 194 m? yang terletak di Desa Brujul, Kecamatan
Jaten, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atas nama

Ariani Wahyuningsih

. Bahwa perbaikan terhadap dokumen administratif, termasuk Risalah

Lelang, diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk memperbaiki
kesalahan administratif dan tidak mengubah substansi pokok hak. Selain
itu, Berita Acara tersebut justru menegaskan kehati-hatian  dan

akuntabilitas Tergugat IV, bukan sebaliknya.

. Bahwa dengan demikian, secara hukum hanya terdapat Satu Grosse

Risalah lelang yang sah yang telah diperbaiki. Oleh karena itu
dalil/alasan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis

Hakim yang memeriksa perkara a quo.
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C. Tuntutan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan

hukum

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil pada posita dan petitum
gugatan yang menuntut pembayaran ganti kerugian immaterial sebesar
Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) secara tanggung
renteng, karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum.

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV uraikan di atas, Tergugat IV
sama sekali tidak melakukan tindakan yang merupakan perbuatan
melawan hukum/perbuatan yang tidak dibenarkan hukum, sehingga
bagaimana mungkin subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan
melawan hukum/perbuatan yang tidak dibenarkan hukum dituntut untuk

membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

3. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat baik
dalam Posita dan Petitum gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak
beralasan sama sekali (illusioner), sehingga harus ditolak oleh Majelis
Hakim karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak
Tergugat IV nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan
Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (Vide:
Yurisprudensi MA Rl Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).

4. Bahwa tindakan Para Penggugat tersebut jelas-jelas memiliki itikad tidak
baik dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat IV
sebagai instansi pemerintah dan Tergugat lainnya atas cidera janji yang
dilakukan oleh Para Penggugat.

5. Bahwa selain itu, perincian dalam tuntutan ganti rugi tersebut
bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:

Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan
tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah
ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat
dikabulkan oleh pengadilan.

putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:
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6.

Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak
dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang
telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.

- putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No.
146/1970/Perd/PT.Bdg:
Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus
ditolak.

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat kepada
Tergugat Il sangatlah berpotensi membebani keuangan negara padahal
diketahui antara Para Penggugat dengan Tergugat IV tidak terdapat
hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya Para Penggugat menuntut

ganti rugi kepada Tergugat IV.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang
diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya

untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

[ll. Tergugat IV Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

L.

Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat
dalam posita gugatannya halaman 17 dan 18 yang pada pokoknya Para
Penggugat menganggap Tergugat IV telah melakukan perbuatan
melawan hukum karena telah menerbitkan 2 Grosse Risalah lelang

dengan Nomor dan tanggal yang sama namun isinya berbeda

. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak

berdasarkan hukum sama sekali dan sangat mengada-ada karena
Grosse risalah lelang tersebut telah dipeerbaiki melalui BERITA ACARA
PEMBETULAN KESALAHAN REDAKSIONAL RISALAH LELANG
NOMOR BA-01 /KNL.0902/2022 tanggal 10 Desember 2022.

. Bahwa selain itu untuk dapat dikategorikan melakukan perbuatan

melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata,
seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila

terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:
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- adanya perbuatan;

- perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
- harus ada kesalahan;

- harus ada kerugian yang ditimbulkan;

- adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

. Bahwa Kelima unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga satu unsur

saja tidak terpenuhi maka menyebabkan seseorang tidak dapat
dikenakan pasal perbuatan melawan hukum.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya khususnya terhadap Tergugat IV
sama sekali tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum seperti
apa yang telah dilakukan Tergugat IV yang memenuhi unsur perbuatan
melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata,

karena nyata-nyata lelang batal dilaksanakan.

. Bahwa Tergugat IV melakukan pelelangan atas objek jaminan a quo

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana yang
diatur dalam PMK Lelang atas permohonan dari PT Bank Danamon

selaku Penjual, halmana bukan termasuk perbuatan melawan hukum.

. Bahwa dengan demikian, seluruh proses lelang telah dilaksanakan

sesuai ketentuan, sedangkan perbedaan dalam grosse semata-mata

merupakan kekeliruan administratif yang telah diperbaiki secara sah.

Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) Harus Ditolak

karena Tidak Berdasarkan Hukum

1.

Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak Petitum Para Penggugat
yang menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan

kasasi.

. Bahwa permohonan tersebut harus ditolak karena, sesuai dengan Pasal

180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3
Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan
Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu

Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim
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Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan
Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan
(handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan
tidak dibantah;
c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-
lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
(gono-gini)...dst;
e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan
tegas serta memenuhi Pasal 332 Ryv;
f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap...dst;
g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

3. Bahwa mencermati pokok permasalahan dalam perlawanan a quo tidak
termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA
tersebut.

4. Bahwa telah ditegaskan pula dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001
tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil
yaitu “Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar
Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7
SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: “Adanya pemberian
jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi
sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata
dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada
pelaksanaan putusan serta merta.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan demi terwujudnya
asas kepastian hukum, maka uitvoerbaar bij voorraad yang diajukan oleh
Para Penggugat sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang

memeriksa perkara a quo.
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6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas bahwa dalil-dalil
gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga demi
keadilan dan kepastian hukum maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat
sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard).

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV sampaikan dan jelaskan

di atas, maka dapat Tergugat IV simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelelangan objek sengketa berdasarkan permohonan lelang dari
PT Bank Danamon Surat Permohonan Lelang Ulang Nomor: 1896/RCH
SOLO/05/12 tanggal 31 Mei 2012, yang telah dilaksanakan pada
tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Risalah lelang Nomor 504/2012.

2. Bahwa meskipun pernah terdapat kesalahan redaksional dalam Risalah
lelang Nomor 504/2012, hal tersebut teelah diperbaiki sebagaimana
BERITA ACARA PEMBETULAN KESALAHAN REDAKSIONAL
RISALAH LELANG NOMOR BA-01 /KNL.0902/2022 tanggal 10
Desember 2022, terhadap redaksional Risalah Lelang No. 504/2012
tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat Sdr. Agus Dwi Martono, S.E., M.M.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Tergugat IV telah
melaksanakan ketentuan yang diatur dalam PMK Lelang sehingga tidak
ada satupun perbuatan melawan hukum/perbuatan yang tidak
dibenarkan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana yang
didalilkan oleh Para Penggugat.

4. Bahwa dalil Para Penggugat yang meminta Tergugat IV secara
tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil dan
immateriil adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak
ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat
IV, sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut patutlah ditolak.

5. Bahwa terhadap adanya 2 Grosse risalah lelang tersebut telah
dipeerbaiki melalui BERITA ACARA PEMBETULAN KESALAHAN
REDAKSIONAL RISALAH LELANG NOMOR BA-01 /KNL.0902/2022
tanggal 10 Desember 2022
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6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan
selebihnya, karena hal tersebut selain telah ditanggapi melalui Jawaban
Tergugat IV tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas,
dengan ini Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,

kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat IV cukup beralasan dan patut diterima;

2. Mengeluarkan Tergugat IV dari pihak dalam perkara a quo;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

JAWABAN TERGUGAT V
DALAM POKOK PERKARA.:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf © Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah sebagai telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala
Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal. Sehingga peran Tergugat V

terhadap penerbitan Surat Keterangan Waris tertanggal 15 November
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2016 adalah penguatan secara formil terhadap pernyataan dari warga
kelurahan yang menyatakan sebagai ahli waris.

Bahwa bentuk dan format Surat Keterangan Waris disetiap kelurahan
Kota Surakarta berbeda tetapi dasar hukum penerbitan Surat Keterangan
Waris tetap sesuai pada angka 1 dan pertanggungjawaban terhadap isi
Surat Keterangan Waris menjadi beban dari ahli waris karena Tergugat V
tidak memiliki kewenangan untuk membuktikan kebenaran secara material
dari data yang disampaikan ahli waris.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat V tidak
berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Waris. Akan tetapi dalam
gugatannya juga Penggugat menyatakan Tergugat V melakukan cacat
formil karena menguatkan 2 (dua) Surat Keterangan Waris, sehingga dalil-
dalil gugatan (posita) Penggugat terhadap Tergugat V saling bertentangan
dan membuat gugatan Penggugat terhadap Tergugat V kabur/obscuur
libel.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat V mohon dengan

hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan

memutuskan:
DALAM POKOK PERKARA

Menolak atau setidak-tindaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat
untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT VI :

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Tergugat VI menolak seluruh seluruh dalil-dalil gugatan yang
diajukan oleh para Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui

oleh Tergugat VI;

. Bahwa gugatan para Penggugat mengenai pribadi dan jabatan terhadap

Tergugat VI tidak bisa disatukan menjadi satu kesatuan (pihak yang
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VI.

sama) Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dimana tindakan yang
dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat (jabatan)
memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sebagai individu / pribadi
(Persona Standi In Judicio);

Bahwa berdasarkan SEMA NO. 9 Tahun 1976 : Perlindungan Tugas
Yustisial : Pengadilan tidak dapat digugat secara Perdata atau
dilaporkan pidana dalam menjalankan tugas dan wewenang, serta
Hakim bebas dari gugatan ganti rugi atas kesalahan dalam putusannya,
karena ketidakpuasan terhadap putusan harus diselesaikan melalui
upaya hukum (banding/kasasi), bukan gugatan perdata ke pengadilan

lain.

. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2026, para pihak melaksanakan mediasi di

Pengadilan Negeri Surakarta dengan Mediator yang dipimpin oleh |
Made Ridho Ramadhan yang dalam jadwal disepakati para pihak dimulai
jam 09.00 wib pada mediasi sebelumnya, namun dari jadwal yang telah
disepakati tersebut para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak
hadir dalam mediasi tersebut;

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 , penggugat yang tidak
beritikad baik dalam mediasi dapat dikenakan sanksi berupa gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini diatur utama dalam Pasal
7 (indikator) dan Pasal 22 (konsekuensi hukum) yang berakibat pada
kewajiban membayar biaya mediasi dan gugatan tidak diterima;

Bahwa para Penggugat pernah mengajukan gugatan perlawanan
terhadap objek eksekusi Sertifikat Hak Milik No. 542 seluas 194 m2 yang
terletak di Desa Brujul Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada
Pengadilan Negeri Karanganyar dengan nomor perkara Nomor
8/Pdt.PIw/2017/PN.Krg, yang telah diputus pada tanggal 4 September
2017, dimana gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dari posita gugatan dengan petitum dalam gugatan para
Penggugat, materi gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur Libel),

dimana gugatan dengan titel Perbuatan Melawan Hukum, namum
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VIL.

didalam petitumnya untuk membatalkan Penetapan Eksekusi (Vide
Petitum No.17);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah secara terang dan jelas terlihat
bahwa Para Penggugat mengajukan dua subjek hukum berbeda menjadi
satu subjek hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan para
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat VI mohon hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi
secara mutatis mutandis masuk dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat
kecuali yang telah diakui secara kebenarannya menurut hukum;

Bahwa Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat VIII, dan Tergugat
IX, yang merupakan ahli waris dari Almarhum Haryono sesuai dengan
Surat Keterangan  Warisan dari  Lurah  Kestalan .. Nomor
594.3/004/V1/2016, tanggal 3 Juni 2016, yang merupakan Pemohon
Eksekusi atas Sertifikat Hak Milik No. 542 seluas 194 m2 yang terletak di
Desa Brujul Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Bahwa Tergugat VI telah melaksanakan eksekusi pengosongan pada
Sertifikat Hak Milik No. 542 seluas 194 m2 yang terletak di Desa Brujul
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19 Januari
2026;

Bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat VI dengan
dasar Pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) “Surat asli dari
pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan Notaris di
Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama Undang-
undang” berkekuatan sama dengan Putusan Hakim, jika surat yang
demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal
menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan Ketua
Pengadilan Negeri yang dalam daerah Hukumnya orang yang berhutang
itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang

dinyatakan pada Pasal-Pasal diatas dalam bagian ini, akan tetapi
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VI.

VIL.

VIII.

dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan,
jika sudah diizinkan dengan keputusan Hakim. Jika hal menjalankan
keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian diluar
daerah hukum Pengadlan Negeri, yang Ketuanya memerintahkan
menjalankan itu, maka Peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua
yang dituruti. Dalam hal dokumen ini berupa : Grosse Akta Notaril: Akta
notaris yang memuat pengakuan utang dengan kepala akta berbunyi:
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta Grosse
Akta Hipotek/Hak Tanggungan: Dokumen jaminan hutang atas tanah
atau kapal:

Bahwa dalm pelaksanaa eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat VI
terhadap Sertifikat Hak Milik No. 542 seluas 194 m2 yang terletak di
Desa Brujul Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19
Januari 2026, dilakukan dan berpedoman pada Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum No. 40/DJU/SK/HK.02.3/1/2019,
Tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang meminta sejumlah uang ganti
kerugian materill dan Immaterill kepada para Tergugat sebesar
Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah) serta membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per
hari kepada para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak
berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat VI mohon agar

gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat VI mohon kepada YM.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, memutuskan dengan amar :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya,;
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- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya,;

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat

VI memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT VII:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat
VII;

2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pangadilan Tata Usaha
Negara Semarang karena menyangkut prosedur hal ini diakui oleh Para
Penggugat dalam positanya Nomor 11 huruf b di mana Penggugat mendalilkan
bahwa Tergugat VIl telah menerbitkan sertipikat Pengganti HM 542 luas 194 m?
dahulu atas nama Ariani adalah cacat formil selain itu Para Penggugat juga
mendalilkan dalam posita 5 huruf d telah menyentuh ranah Tata Usaha Negara
yaitu “penerbitan administrasi surat harus memenuhi asas kepastian hukum
dan asas kecermatan”. Di mana dua asas ini adalah masuk dalam ranah Asas
asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu ranah Tata Usaha Negara.

3. Bahwa oleh karena dalil-dalii Para Penggugat telah menyentuh ranah
administrasi yaitu ranahnya Tata Usaha Negara maka sudah selayaknya
gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VII mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;

2. Bahwa Tergugat VII menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat

dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
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3. Bahwa berdasarkan data pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar berupa Buku Tanah HM 542/Brujul tercatat seluas 194
m?, terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi
Jawa Tengah, saat ini terakhir tercatat atas nama 1. Novita Santa Erika, 2. Sri
Hartati, 3. Mutiara Dian Agustina, 4. Meynar Intan Hapsari, 5. Tiffany Kusuma
Augusta berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 15/11/2013 yang
disaksikan dua orang saksi, diketahui oleh Ibnu Sarsito, S.H. selaku Lurah
Kestalan dan dikuatkan oleh Danang Sulindriyanto, S.E., M.M. selaku Camat

Banjarsari.

4. Bahwa Tergugat VIl adalah institusi pemerintah yang bertugas menjalankan
pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi  pendaftaran
tanah/menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merujuk pada Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam rangka menciptakan kepastian
hukum melalui tertib administrasi pertanahan;

5. Bahwa posita-posita dari para Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat VII
bukan berarti diakui, tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas
pokok Tergugat VII, sehingga menurut Tergugat VIl tidak perlu untuk
ditanggapi.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat VII
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan
mengadili perkara Nomor 33/Pdt.G/2026/PN Skt, berkenan untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya.

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat VIl

memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).
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Menimbang bahwa terhadap Jawaban tersebut kemudian Para Penggugat

mengajukan Replik tertanggal

Menimbang bahwa terhadap Replik tersebut kemudian Para Tergugat
mengajukan Duplik tertanggal

Menimbang bahwa kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan

Kesimpulan masing masing bertanggal 26 Agustus 2026;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil
gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1

sampai dengan P-24 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Surat Nomor W12.U31/358/HK.02/i/2023 tertanggal 30
Januari 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat VI (diberi tanda bukti P-1);

2. Fotokopi dari Asli Surat Nomor S-1786/KNL.0902/2023 tertanggal 18
April 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat IV ( diberi tanda bukti P-2);

3. Fotokopi dari asli Surat tertanggal 5 Maret 2026 yqng dibuat oleh
Penggugat | (diberi tanda bukti P-3);

4. Fotokopi dari fotokopi SHM Nomor : 542 dengan luas tanah 210 meter2
yang diterbitkan oleh Tergugat VIl ( diberi tanda bukti P-4);

5. Fotokopi dari asli Surat Nomor 72/PAN.W12-U31/HK2.4/1/2026
tertanggal 20 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Tergugat VII ( diberi
tanda bukti P-5);

6. Fotokopi dari Print Out Foto Eksekusi Pengosongan ( diberi tanda bukti
P-6);

7. Fotokopi dari fotokopi SHM Pengganti Nomor 542 dengan luas tanah
194 meter2 yang diterbitkan oleh Tergugat VI dengan dasar yaitu
blangko lama Akta Jual Beli No 072/JTN/2008 tanggal 3 Juni 2008
( diberi tanda bukti P-7);

8. Fotocopy dari asli Surat Nomor : 04/A — J/VI1/2026, perihal : Permohonan
Pemeriksaan Dan Investigasi Dugaan Maladministrasi Dalam Penerbitan
Risalah Nomor : 504/2012 tanggal 14 Juni 2012 Yang Diterbitkan Oleh
KPKNL Surakarta .( diberi tanda bukti P-8);

9. Fotocopy dari asli Surat Nomor : 05/A — J/V1/2026, perihal : Permohonan

Pemeriksaan Dan Investigasi Dugaan Maladministrasi Penerbitan SHM
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Pengganti Nomor : 542 seluas 194 m2 Oleh Kepala Kantor ATR / BPN
Kabupaten Karanganyar (diberi tanda bukti P-9);

10. Fotocopy dari asli Surat Nomor : 06/A — J/V1/2026, perihal : Permohonan
Pemeriksaan Dan Investigasi Dugaan Maladministrasi Eksekusi
Pengosongan SHM No : 542 Yang Dilakukan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri Karanganyar (diberi tanda bukti P-10);

11. Fotocopy dari asli Surat Nomor : 07/A — J/IV1/2026, perihal : Permohonan
Pemeriksaan Investigasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Profesi
Oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar (diberi tanda bukti P-11);

12. Fotocopy dari asli Surat Nomor : 08/A — J/V1/2026, perihal : Permohonan
Pemeriksaan Investigasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Profesi
Oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar (.diberi tanda bukti P-12);

13.Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3313110104590001
atas nama Noto Prasetyo.(diberi tanda bukti P-13);

14.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 010/A-J/1/2026 tertanggal
30 Januari 2023, perihal tanggapan Roya mendahului risalah Lelang.
( diberi tanda bukti P-14);

15.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pendapat hukum Ahli perdata
Dr.Ariy Khaerudin,S.H,M.H tertanggal 2 Juni 2026,diberi tanda bukti P-15

16.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 013/A-J/V1/2026
tertanggal 29 Juni 2026.( diberi tanda bukti P-16);

17.Fotocopy dari Print Out Jurnal tentang analis Yuridis Pembatalan Lelang
Ekseskusi Hak Tanggungan Akibat Cacat Hukum Dukumen Pertanahan
( diberi tanda bukti P-17);

18.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kajian hukum akibat penerbitan SHM
Pengganti No.542Blangko Lama AJB dan Perbedaan Luas tanah oleh
BPN Karanganyar pada Eksekusi No.21/Pdt.Eks/2026/PN Krg. (diberi
tanda bukti P-18);

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 010/A-J/1/2026 tertanggal
30 Januari 2023, perihal tanggapan Roya mendahului risalah Lelang
(diberi tanda bukti P-19);
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20.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pendapat hukum Ahli perdata
Dr.Ariy Khaerudin,S.H,M.H tertanggal 2 Juni 2026 ( diberi tanda bukti P-
20);

21.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 013/A-J/V1/2026
tertanggal 29 Juni 2026.(.diberi tanda bukti P-21);

22.Fotocopy dari Pint Out Jurnal tentang analis Yuridis Pembatalan Lelang
Ekseskusi Hak Tanggungan Akibat Cacat Hukum Dukumen Pertanahan
.( diberi tanda bukti P-22);

23.Fotocopy sesuai dengan aslinya Kajian hukum akibat penerbitan SHM

Pengganti No.542 .Blangko Lama AJB dan Perbedaan Luas tan oleh

BPN Karanganyar pada Eksekusi No.21/Pdt.Eks/2026/PN. Krg,( diberi

tanda bukti P-23)

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5,P-
8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-18,P-19,P-20,P-21 .dan P- 23
tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya.
Sedangkan bukti surat bertanda P-4,P-6,P-7,P-17 dan P-22 bermeterai cukup
dan telah dicocokan dengan Print Out;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat untuk meneguhkan dalil
dalil gugatannya menyatakan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk

dihadapkan dipersidangan sebagai berikut :
1.Saksi Suhardi dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat.

- Bahwa dahulu usaha Penggugat | adalah pembuatan genteng tetapi

sekarang sudah tidak.

- Bahwa setahu saksi sekira 5 (lima) hari yang telah lalu Pak Noto
Prasetyo (Penggugat I) datang ke rumah saksi dengan mengatakan
kalau mau menggugat terhadap eksekusi rumahnya di Pengadilan
Negeri Solo dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut siapa saja

yang akan digugat.
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Bahwa setahu saksi Penggugat | akan menggugat perihal eksekusi
rumah Penggugat | yang berada di Purworejan mengenai RW nya
berapa saksi lupa karena saksi berbeda kampung dengan rumah

Penggugat.

Bahwa setahu saksi sejak rumah di Purworejan dieksekusi Para

Penggugat tidak tinggal disana lagi.

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat | bahwa yang

mengeksekusi rumah Penggugat | adalah PN Karanganyar.

Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat |, rumahnya akan

dieksekusi pada akhir bulan Januari 2026.

Bahwa saksi tidak tahu dengan alasan apa rumah Penggugat | akan

dieksekusi.

Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih berkomunikasi dan sama

sama menghadiri Pengajian dengan Penggugat |

Bahwa Pak Noto Prasetyo (Penggugat I) sering bercerita kepada saksi
kalau eksekusi terhadap rumah milik Penggugat tersebut katanya ada
kejanggalan dan Penggugat | pernah lapor ke Polda Jateng, kemudian

akan menggugat juga di Pengadilan Negeri Surakarta.

Bahwa saksi sesuai bukti surat bertanda P-4 pernah melihat karena
ditunjukkan Penggugat | SHM dengan luas tanah 200 (dua ratus) meter

perseqi ;

Bahwa saksi juga oleh Penggugat | pernah ditunjukkan bukti tentang

adanya laporan ke pihak Polda Jawa Tengah.

Bahwa saksi tahu Penggugat | sudah menikah dan istrinya bernama
Nikmah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama: Sigit,

Umar dan Imam.

Bahwa setahu saksi Para Penggugat telah menempati rumah yang telah

dieksekusi tersebut kurang lebih sudah ada 30 (tiga puluh) tahun lebih,
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jadi pak Noto Prasetyo menempati rumah turun temurun, rumah dari
neneknya bu Nlkmah lalu turun ke ibunya Nikmah lalu terakhir turun ke
bu Nikmah atau istri dari Pak Noto Prasetyo (Penggugat ) karena saksi
tinggal di situ jadi saksi tahu rumah tersebut semula di tempati oleh

siapa, kemudian di tempati siapa;

Bahwa rumah Pak Noto Prasetyo (Penggugat I) menghadap ke arah

barat.

Bahwa rumah tersebut sebelum di eksekusi yang menempati adalah pak
Noto Prasetyo dan bu Nikmah dengan luasnya kurang lebih 200 (dua

ratus) meter persegi.

Bahwa saksi tidak tahu apabila pada Sertifikat Hak Milik (SHM) telah

berganti pemilik.

Bahwa saksi tahu kalau rumah Para Penggugat di eksekusi karena di

beri tahu melalui HP oleh keponakan saksi.

Bahwa untuk tanggal eksekusi kapan saksi kurang tahu tetapi yang saksi

ingat eksekusi di lakukan pada Januari 2026 akhir.

Bahwa saksi tahu pada saat eksekusi memang ada MMT tetapi saksi

tidak mengetahui isi dari pemberitahuan di MMT tersebut.

Bahwa saat ditunjukan bukti surat bertanda P-6 yang berupa MMT saksi

menyatakan benar ini yang saksi lihat.

Bahwa yang telah memberikan info adanya eksekusi rumah Para
Penggugat adalah keponakan saksi tersebut adalah seorang Polisi dan

Babinsa di situ;

Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah berdiri lama, kira kira pada
tahun 1990 an. Dari dulu saksi sering ke tempat itu karena ada saudara

di sana;

Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat SHM nomor 154 yang

luasnya 194 (seratus Sembilan puluh empat) meter perseqi;
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Bahwa saksi menyatakan tidak tahu letak kejanggalannya karena saksi
hanya mendapat cerita dari pak Noto bahwa eksekusi terhadap tanahnya

itu janggal, itu saja.

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi SHM No 542
saksi menyatakan tidak mengetahuinya.

Bahwa terkait dengan bukti Tergugat I, Il, Ill, VIII dan IX bertanda
TLILIHL VI, dan IX- 6 yang berupa Sertifikat Hak Milik No: 542, Luas
kurang lebih 194 Meter persegi, saksi menyatakan tidak mengetahuinya.

Bahwa saksi menyatakan tidak tahu perihal SHM No 542 dengan luas
194 (seratus Sembilan puluh empat) meter persegi atau dengan luas

200 (duar ratus ) meter persegi,

Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi saksi pada tahun 2012
dengan obyek yang sama dengan perkara ini. Bahwa sebagai saksi, di

minta oleh pak Noto Prasetyo.

Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang telah dieksekusi Pengadilan

atau adalah rumah yang telah dijual kepada orang lain.

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Para Penggugat telah dijual atau

belum kemudian dilelang.

Bahwa saksi untuk nomor SHM tersebut tidak tahu tetapi pemiliknya
saksi tahu namanya Nikmah, mereka menempati rumah tersebut secara
turun temurun dari neneknya Nikmah, kemudian turun ke orang tuanya

Nikmabh lalu turun ke Nikmah

Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut di tempati oleh
Nikmah dan suaminya secara turun temurun, seingat saksi Penggugat

menempati rumah tersebut pada tahun pada tahun 1990an;

Bahwa setahu saksi sejak tahun 1990 rumah yang ditinggali Para

Penggugat sudah bangunan bertingkat.
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- Bahwa saksi hanya di ceritakan oleh Pak Noto Perasetyo (Penggugat I)

dan saksi tidak pernah melihatnya

- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan

tentang kesanggupan membayar saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Surat

Pernyataan tersebut.
2.Saksi Susamto dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pak Noto Prasetyo bahwa
eksekusi terhadap tanahnya tersebut ada kejanggalan dan akan

menggugat eksekusi tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta

- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut dari Penggugat | setelah

pelaksanaan eksekusi tersebut.

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat | yang melakukan eksekusi

adalah Pengadilan Negeri Karanganyar.

- Bahwa saat eksekusi pengosongan rumah Para Penggugat,saksi tahu
sendiri pada waktu itu saksi mau berangkat kerja pada pukul 08.00 WIB
saksi melewati rumah Pak Noto Prasetyo dan saksi melihat di rumah
tersebut banyak orang dan banyak Polisi dan saksi berhenti sejenak
sekira 10 (sepuluh) menit lalu saksi berangkat kerja.

- Bahwa terhadap adanya MMT apa saksi mengetahuinya, saksi

menyatakan lupa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alasan apa rumah Para

Penggugat dikosongkan.
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ditempati Para Penggugat.

- Bahwa setahu saksi Penggugat | menikah dengan Penggugat Il pada
tahun 1985 dan dari pernikahannya ada 3 (tiga) anak laki laki semua,

yaitu Sigit, Umar dan Imam;
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Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah warisan dari orang tua

Penggugat II.

Bahwa setahu saksi ayah Penggugat Il bernama Imam Tohari

sedangkan ibu penggugat Il bernama Lathifah.

Bahwa setahu saksi rumah Para Pengggugat dibangun pada tahun 1985

dan rumah menghadap kebarat.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah milik Para Penggugat

dijaminkan ke Bank.

Bahwa setahu saksi Para Penggugat berencana menggugat ke

Pengadilan Negeri Surakarta karena merasa ada kejanggalan.

Bahwa Sertifikat tersebut telah berpindah tangan atau berganti nama

orang lain saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa saat ditunjukan bukti surat bertanda P-4 saksi menyatakan

pernah ditunjukan berupa fotokopi.
Bahwa saksi menyatakan belum pernah menjadi saksi sebelumnya.

Bahwa saksi belum pernah melihat tanah yang menjadi obyek sengketa

begitu pula dengan Sertifikatnya.

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat

dengan Para Tergugat.

Bahwa setahu saksi saat dieksekusi rumah masih dihuni oleh Para

Penggugat.

Bahwa setahu saksi obyek sengketa dieksekusi pada akhir bulan Januari
di lokasi Eksekusi atau di rumah Pak Noto Prasetyo terlihat banyak/ramai

ada plakat juga tetapi tulisannya apa saksi lupa

Bahwa setelah eksekusi Para Penggugat tinggal dirumah saksi.
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- Bahwa saksi tidak tahu detail permasalahan antara Para Penggugat dan

Para Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat

LILILVII dan IX telah mengajukan bukti surat berupa:

1.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Gugatan Perkara Nomor
33/Pdt.G/2026/PN. Skt. ( diberi tanda bukti T.1ILIILVII dan IX-1);

Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2019, Tentang “Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) ( diberi tanda bukti
T.LILHL VI dan [X-2);

Fotocopy sesuai dengan aslinya Fotokopi Surat Keterangan Warisan,
tanggal 3 Juni 2016 ( diberi tanda bukti T.LILIILVIII dan IX-3);

Fotocopy sesuai dengan Fotokopi, : Fotokopi Akta Pemberian Hak
Tanggungan, Nomor 40/HT/2009, Tanggal 4 September 2009, yang
dibuat oleh  Nyonya Ami Marliasari, Sarjana Hukum, Selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Karanganyar. ( diberi tanda bukti
T.LILIHLVIIE dan 1X-4);

Fotocopy sesuai dengan aslinya : Fotokopi Grosse Risalah Lelang
Nomor 504/2012, Tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta, ( diberi tanda bukti
T.LILIHLVIIE dan IX-5);

Fotocopy sesuai dengan aslinya Fotokopi  Sertipikat Hak Milik Nomor
542, Luas = 194 Meter persegi, Desa Brujul, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar, atas nama : Novita Santa Erika, Sri Hartati,
Mutiara Dian Agustina, Meynar Intan Hapsari dan Tiffany Kusuma
Augusta ( diberi tanda bukti T.1,11,111,VIII dan IX-6);

Fotocopy sesuai dengan aslinya Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan
Eksekusi Pengosongan Nomor 21/Pdt.Eks/2016/PN. Krg.( diberi tanda bukti
T.LILIL.LVII dan IX-7);
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8.

Fotocopy sesuai dengan turunannya Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri
Karanganyar, Tanggal 4 September 2017, Nomor 8/Pdt.Plw/2017/PN. Krg
( diberi tanda bukti T.LILILVII dan 1X-8);
Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri
Karanganyar, Tanggal 21 Oktober 2020, Nomor 99/Pdt.G/2019/PN. Krg.
( diberi tanda bukti T.LILIILVII dan 1X-9);

10. Fotocopy sesuai dengan Fotokopi, Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri

Surakarta, Tanggal 20 Pebruari 2013, Nomor 89/Pdt.G/2012/PN. Ska.
( diberi tanda bukti T.LILIILVIII dan 1X-10);

11.Fotocopy sesuai dengan Fotokopi, Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi

Semarang, Tanggal 15 Juli 2013, Nomor 155/Pdt/2013/PT. Smg. ( diberi

tanda bukti T.11LIHLVIN) ;
Menimbang bahwa bukti surat tertanda bukti T.LILILVII dan 1X-1
sampai dengan bukti T.LILIHLVII dan IX-11 tersebut telah dibubuhi materai
cukup kecuali bukti T.LILIILVII dan IX-5 dan setelah di periksa dan di cocokkan

dengan aslinya.

Menimbang bahwa TLILIILVIII dan IX dipersidangan tidak mengajukan

saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat IV

mengajukan bukti surat sebagai berikut :

.

Fotocopy sesuai dengan Fotokopi SHM Nomor: 542 Desa Brujul
Karanganyar (diberi tanda bukti T.IV-1);

Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Perjanjain Kredit Nomor
001/PKDSP.GML/0409 tanggal 14 April 2009 ( diberi tandabukti T.IV-2);
Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:
2522/2009 tanggal 24 September 2009 (.diberi tanda bukti T.IV-3a);
Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak
Tanggungan Nomor: 40/HT/2009 tanggal 4 September 2009 ( diberi tanda
bukti T.IV-3b);

Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jaminan dari PT
Bank Danamon Nomor: 002/APL-DSP.GML/0609 tanggal 1 Juni 2009 (
diberi tanda bukti T.1V-4);
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6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Permohonan Lelang Ulang Nomor:
1896/RCH. SOLO/05/12 tanggal 30 Mei 2012 ( diberi tanda bukti T.IV-5);

7. Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor :
B.0013-DSP.2719/0411 tanggal 13 April 2011 (diberi tanda bukti T.IV-6a);

8. Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : B.0019-
DSP.2719/0411 tanggal 19 April 2011 ( diberi tanda bukti T.IV-6b);

9. Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor:
001/SPIII-2719/0511 tanggal 09 Mei 2011 ( diberi tanda bukti T.IV-6¢);

10.Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan dari BE Regional
Collection Head dan Asset Liquidation Unit Manager PT Bank Danamon
Indonesia, Thk Surakarta Nomor 1898/RCH SOLO/05/12 tanggal 30 Mei
2012 ( diberi tanda bukti T.IV-7);

11.Fotocopy sesuai dengan Aslinya Penetapan Hari dan Tanggal Lelang
Ulang Nomor S-147/WKN.09/KNL.02/2012 tanggal 1 Juni 2012 ( diberi
tanda bukti T.1V-8);

12.Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Pengumuman Lelang Ulang melalui
Surat Kabar Radar Solo tanggal 07 Juni 2012 ( diberi tanda bukti T.IV-9);

13. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Risalah Lelang Nomor 504/2012 tanggal
14 Juni 2012 ( diberi tanda bukti T.IV-10);

14.Fotocopy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pembetulan Kesalahan
Redaksional Risalah Lelang Nomor BA-01 /KNL.0902/2022 tanggal 10
Desember 2022, (di beri tanda bukti T.IV-11);

15. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Nomor :S-1785/KNL.0902/2023
tanggal 18 April 2023, Perihal penjelan terkait Grosse Risalah Lelang (diberi
tanda bukti T.IV-12);

16. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Nomor S-2560/KNL.0902/2023
perihal Penjelasan Terkait Grosse Risalah Lelang tertanggal 14 Juni 2023
(diberi tanda bukti T.IV-13);

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-13

tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya.

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat IV tidak menghadirkan saksi
untuk didengar keterangannya dipersidangan.
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Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya Tergugat

V mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Register Kematian Kelurahan
Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (bukti T.V-1);

2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Register Pencatatan Perlimpahan
Waris Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Nomor
594.3/004/V1/2016 tanggal 3 Juni 20162. (bukti T.V-2);

Menimbang bahwa bukti surat tertanda (T.V-1) dan (T.IV-2) tersebut
telah dibubuhi materai cukup dan setelah di periksa dan di cocokkan dengan

aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya Tergugat

VI mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan Fotokopi, Putusan Perkara Nomor
89/Pdt.G/2012/PN Ska (bukti T.VI-1);

2. Fotocopy sesuai dengan Fotokopi Putusan: Perkara Nomor
155/Pdt/2013/PT. Smg (bukti T.VI-2);

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara Nomor
8/Pdt.PIw/2017/PN Krg (bukti T.VI-3);

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara Nomor
99/Pdt.G/2019/PN.Krg (bukti T.VI-4);

Menimbang bahwa bukti surat tertanda (T.V-1) s/d (T.IV-4) tersebut telah
dibubuhi materai cukup dan setelah di periksa dan di cocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat VI dipersidangan tidak menghadirkan saksi

untuk didengar keterangannya dipersidangan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya Tergugat

VII mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, BUku Tanah Nomor : 542 Desa Brujul,

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar (bukti T.VII-1);
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2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 01380/Brujul/2008,
Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar (bukti T.VII-2);

Menimbang bahwa bukti surat tertanda (T.VII-1) dan (T.VII-2) tersebut
telah dibubuhi materai cukup dan setelah di periksa dan di cocokkan dengan

aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat VII tidak menghadirkan saksi untuk

didengar keterangannya dipersidangan

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-
masing tertanggal 26 Agustus 2026 yang untuk selengkapnya terlampir dalam

perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-
hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat L1111, VI, dan IX telah
mengajukan eksepsi yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai Para
Penggugat tidak ada kedudukan ajukan gugatan terkait obyek sengketa (Legal
Standing), Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Gugatan Tidak Memenuhi
Syarat Materiil, Gugatan Nebis In Idem, Gugatan Error In Persona, Gugatan
Obscuure Libel.Sedangkan Tergugat IV mengajukan eksepsi Premature dan
Gugatan Kurang Pihak dan Tergugat VI mengajukan eksepsi Gugatan Kabur.

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat pada
pokoknya adalah :
1. Eksepsi Legal Standing.
2. Eksepsi Kurang Pihak
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Eksepsi Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Materiil.
Eksepsi Nebis In Idem
Eksepsi Error In Persona

Eksepsi Premature

N o g kMo

Eksepsi Obscuur Libel.
Ad 1 Eksepsi Legal Standing :

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Tergugat menyatakan Para
Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) dikarenakan Para
Tergugat (Tergugat LIL1LVIII, dan 1X) adalah pemilik dari Obyek Sengketa yang
diperoleh berdasarkan warisan dari almarhum Haryono yang diperoleh dari
pembelian lelang. Dengan demikian Para Penggugat bukan pemilik Obyek
Sengketa sehingga tidak ada hak untuk menuntut hal hal dimaksud.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan istilah Legal
Standing disebut juga Standing yang apabila diterjemahkan mempunyai arti
kedudukan gugat. Atau dapat dikatakan Legal Standing adalah keadaan
dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh
karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian
perselisihan atau sengketa. Bahwa Legal Standing ini berkaitan juga dengan
prinsip persona standi in yudicioyaitu seseorang yang mengajukan gugatan
harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Pada
pokoknya penggugat harus memiliki kepentingan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
dikarenakan eksepsi Para Tergugat tidak berdasarkan hukum maka patut untuk
dinyatakan ditolak.

Ad 2 Eksepsi Kurang Pihak :

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 6
angka 5 poin b dan halaman 8 angka 11 poin k Para Penggugat secara tegas
menyatakan bahwa akar permasalahan bermula dari adanya dugaan tindak
pidana tanda tangan palsu yang dilakukan Sukisno dalam peralihan hak milik
SHM 542 dari Nikmah ke Ariani Wahyuningsih (istri Sukisno) sebelum lelang

terjadi. Selain itu Para Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 10
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sampai dengan 12 mendalilkan adanya tindakan roya SHM proses administrasi
pertanahan serta riwayat peralihan hak atas tanah obyek sengketa. Bahwa
secara hukum atas obyek yang dibebani hak tanggungan hanya dapat
dilakukan apabila terjadi pelunasan hutang atau berdasarkan persetujuan
Kreditur (Bank) sebagai pemegang Hak Tanggungan. Dengan demikian
seharusnya pihak Sukisno dan pihak Bank ditarik sebagai pihak dalam
rangkaian peristiwva hukum yang mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak
(plurium litis consortium).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majleis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Para Tergugat
tentang kurang pihak, terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat adalah :
Bahwa sesuai dengan Azas Hukum Acara Perdata yang menentukan ” hanya
pihak Penggugat saja yang berhak untuk menentukan siapa saja orang atau
Badan Hukum yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya” hal
tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 30/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka
eksepsi perihal kurang pihak harus dinyatakan ditolak.

Ad 3 Eksepsi Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Materiil :

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwasanya
gugatan tidak memenuhi syarat materiil, terhadap eksepsi tersebut Majelis
Hakim berpendapat sebgaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 30/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 tersebut
diatas yang intinya Penggugat mempunyai kewenangan tentang siapa saja
yang digugat sehingga eksepsi tersebut karena tidak beralasan hukum maka
patut untuk ditolak.

Ad 4 Eksepsi Nebis In Idem
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Menimbang bahwa dalam Hukum Perdata yang dimaksud dengan Nebis
In Idem adalah asas yang melarang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus
kembali suatu perkara yang sama jika sudah diputus dengan putusan
berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1971 KUH Perdata
demi menjaga kepastian hukum. Adapun syarat dan unsurnya adalah Subyek
yang sama, obyek yang sama, alasan hukum yang sama dan hubungan yang

sama.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari
gugatan Penggugat berbeda dengan putusan putusan yang ada sebelumnya
hal tersebut dapat dilihat dari pihak Tergugat maupun petitumnya mengenai
penerbitan 2 (dua) Grosse Risalah Lelang oleh Tergugat IV (KPKNL) Hal mana
petitum tersebut belum pernah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan
putusan sebelumnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi
tentang Nebis In Idem dikarenakan tidak beralasan hukum patut untuk
dinyatakan ditolak.

Ad 5 Eksepsi Error In Persona

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ini adalah kesalahan
pihak Penggugat dalam menunjuk pihak pihak dalam suatu gugatan perdata
atau dengan kata yang lain gugatan dijaukan kepada pihak pihak yang tidak
memiliki kedudukan hukum yang tepat untuk digugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa menurut Para Penggugat
dikarenakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
telah merugikan Para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan
terhadap Para Tergugat hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menerangkan bahwa ”
Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum

dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ”;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas
maka eksepsi tentang error in persona karena tidak beralasan hukum patut
untuk dinyatakan ditolak;

Ad.6 Eksepsi Premature :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Premature (Exceptio
Dilatoria) adalah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyatakan
bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima karena diajukan terlampaui
dini atau belum waktunya,;

Adapun Konsep Dasar dari Eksepsi gugatan Premature adalah: mengandung
adanya cacat formil dan perkara tersebut belum layak untuk disidangkan.
Misalnya hutang yang belum jatuh tempo, pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Premature yang diajukan
Tergugat IV dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam gugatan aquo
Penggugat mempermasalahkan mengenai dugaan adanya tanda tangan palsu
yang dilakukan oleh Sukisno yang mengakibatkan SHM Nomor 542 yang
semula atas nama Nikmah vyaitu Pemberi Kuasa (Termohon Eksekusi)
menjadi atas nama Ariani Wahyuningsih (istri Sukisno) yang saat ini dalam
proses penyelidikan perkara pidana di Polres Karanganyar. Bahwa dugaan
pemalsuan tanda tangan merupakan ranah hukum pidana dan memerlukan
pembuktian melalui proses peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
Bahwa gugatan Para Penggugat adalah prematur karena diajukan sebelum
adanya kepastian hukum atas dalil pokok yang mereka ajukan sendiri yaitu
terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan terhadap sertifikat yang
menjadi dasar hubungan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa terhadap dalil Eksepsi Premature tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalil Eksepsi tersebut tidak
berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Ad. 7 Eksepsi Obscuur Libel (Kabur) :

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat
LILILVIL dan X yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah
menggabungkan antara persoalan hukum hutang dengan jaminan dan/atau jual

beli dan juga peralihan hak atas obyek sengketa yang terjadi antara Para
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Penggugat dengan Ariani Wahyuningsih dengan Sukisno juga dengan proses
hukum tentang risalah lelang antara PT Bank Danamon dengan pihak Haryono
selaku pemenang lelang sedangkan diantara peristiwa hukum tersebut memiliki
aspek dan dasar hukum berbeda serta terpisah.Dan Eksepsi Obscuur Libel
Tergugat VI yang menyatakan gugatan Para Penggugat megenai pribadi dan
Jabatan terhadap Tergugat VI tidak bisa disatukan menjadi satu kesatuan
(pihak yang sama) menjadikan gugatan Para Penggugat Kabur dimana
tindakan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai Pejabat

(jabatan) memiliki kosekuensi hukum yang berbeda sebagai individu/pribadi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
bahwa yang dimaksud gugatan kabur (obscuur libel) dapat ditentukan

berdasarkan hal hal sebagai berikut :

- Posita tidak menjelaskan dasar hukum gugatan dan kejadian yang
menjadi dasar gugatan;

- Tidak jelas obyek yang disengketakan;

- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing masing
berdiri sendiri;

- Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum;

- Petitum tidak terinci atau hanya ex aequo et bono;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Para
Penggugat ternyata merupakan gabungan beberapa gugatan yang masing
masing berdiri sendiri antara beberapa persoalan hukum hutang dengan
jaminan dan/atau jual beli, kemudian peralihan hak atas obyek sengketa yang
terjadi antara Para Penggugat dengan Ariani Wahyuningsih dengan Sukisno
serta proses hukum tentang risalah lelang antara PT Danamon dengan
Haryono selaku pemenang lelang dengan adanya beberapa gabungan antara
beberapa persoalan yang seharusnya masing masing berdiri sendiri yaitu
persoalan hutang dengan jaminan dan/atau jual beli, persoalan peralihan hak
atas obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Ariani Wahyuningsih dan
Sukisno juga proses hukum tentang risalah lelang antara PT Danamon dengan
Haryono selaku pemenang lelang menjadikan gugatan menjadi tidak jelas atau

kabur (obscuure libel) berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim
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berpendapat eksepsi Tergugat LILIILVII, dan IX perihal Gugatan Penggugat
Kabur (eksepsi obscuure libel)) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;
Menimbang bahwa terhadap Eksepsi gugatan kabur dari Tergugat VI
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: setelah Majelis mencermati
gugatan Para Penggugat, Majelis berpendapat didalam SEMA Nomor 9 Tahun
1976 telah diatur perihal imunitas Hakim yang didalamnya telah ditegaskan *
Hakim tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara Perdata maupun
digugat atas kesalahan dalam menjalankan tugas peradilannya atau

pembuatan putusan “ dengan digugatnya Tergugat VI selaku pribadi dan
jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar mengakibatkan
gugatan menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian eksepsi gugatan
kabur dari Tergugat VI beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
terurai diatas maka Eksepsi Tergugat 1,111 VIII, dan IX serta eksepsi Tergugat
VI dinyatakan dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang
pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam eksepsi
dimana Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat LILIIL VI dan 1X
serta Tergugat VI perihal gugatan kabur (obscuur libel) maka sebagaimana
Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970
tentang tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat gugatan
tidak dapat diterima, serta Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18
Desember 1975 juga menyebutkan karena petitum gugatan tidak jelas, maka
gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan mengacu dengan kedua Yurisprudensi
tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSI
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Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi pada pokoknya adalah sebagaimana
terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat kaitan erat antara gugatan
Konpensi dengan gugatan Rekonpensi dan putusan yang dijatuhkan terhadap
gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima atau putusan bersifat negatif,
maka gugatan Rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para
Tergugat Rekonpensi ditolak maka Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat
Rekonpensi berada pada pihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang

bersangkutan;
MENGADILL:
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1,111 VI, dan IX serta Tergugat VI

tentang Gugatan Kabur (Obscuure Libel).
DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard);
DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat

Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.500,00 (enam ratus
delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 oleh Erna
Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H. dan
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Bayu Soho Rahardjo, S.H, .M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarto, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh Kuasa
Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan dikirim secara elektronik

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota Hakim Ketua
ttd ttd
Yamto Susena, S.H., M.H. Erna Indrawati, S.H., M.H.
ttd

Bayu Soho Rahardjo, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Winarto, S.H.,
Perincian biaya :
- Biaya Pendaftaran.......................... Rp30.000,00;
- BiayaProses..........cooiiiiiiiiiiien, Rp125.000,00;
- Biaya Pemeriksaan Setempat .......... Rp0
- Biaya Panggilan........................... Rp338.000,00;
- Penggadaan Berkas ...........ccccoeeeennnn. Rp172.500,00;
- Materai Putusan....................oeveee. Rp10.000,00;
- Redaksi Putusan........................... Rp10.000,00;
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Jumlah ... Rp685.500,00 (enam ratus
delapan puluh lima ribu lima

ratus rupiah);

Pengadilan Negeri Surakarta JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Pertama Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Suanio S M.~ 197301511992051002 Hal. 95dari 94 hal Putusan Nomor 33/Pdt?&7b‘&2%2§2@%§3233323

Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektron“
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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